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Setiap perbuatan yang terjadi di gampong dapat diselesaikan dengan adat 
sebagaimana termuat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, mengenai jenis-jenis sengketa adat 
yang diselesaikan melalui lembaga adat, termuat dalam pasal 13 ayat (1) Qanun 
tersebut, dalam hal ini terdapat 18 (delapan belas) kasus yang dapat diselesaikan 
secara adat, diantara lain ialah: perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara 
keluarga yang berkaitan dengan faraidh, perselisihan antar warga, 
khalwat/mesum, perselisihan tentang hak milik, pencurian dalam keluarga 
(pencurian ringan), perselisihan harta sehareukat, pencurian ringan, pencurian 
ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan, 
persengketaan di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran 
hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat),pelecehan,fitnah, hasut, 
dan pencemaran nama baik. Pencemaran lingkungan (skala ringan), ancam 
mengancam (tergantung dari jenis ancaman), dan perselisihan-perselisihan lain 
yang melanggar adat dan adat istiadat. Permasalahan dalam skripsi ini adalah 
dengan melihat pertimbangan-pertimbangan Aparat Gampong terhadap perkara 
pidana adat yang sudah diselesaikan secara Adat kemudian dilimpahkan  ke jalur 
peradilan. Sehingga penelitian ini diarahkan terlebih dahulu untuk menelusuri 
bentuk pidana adat dan prosedur penyelesaian pidana adat di gampong 
Lamgugob. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Sumber data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan (library research) 
dan data lapangan (field research), sedangkan teknik pengumpulan data dengan 
observasi (pengamatan) dan interview (wawancara). Adapun hasil penelitian 
tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan pelimpahan pidana adat oleh Aparat 
Gampong, ada 5 pertimbangan yaitu: sanksi adat sebagai peraturan (reusam) 
gampong, kurang puasnya masyarakat pada sanksi gampong, wewenang dalam 
mengadili, adanya pemisahan antara Sanksi Adat dengan Hukum Syari’at, dan 
tidak ingin menghadirkan pihak keluarga pelaku. Adapun hasil pelimpahan 
perkara tersebut jalur peradilan (Wilayatul Hisbah) tidak diproses lebih lanjut, 
karena mereka tidak menginginkan adanya dualisme hukum sehingga kasus 
khalwat tersebut dikembalikan kepada gampong. 
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TRANSLITERASI  
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987 
1. Konsonan 
No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 
1 ا 
Tidak 
dilambangkan 
 
16 ط ṭ 
t dengan titik 
di bawahnya 
2 ب B 
 
17 ظ ẓ 
z dengan titik 
di bawahnya 
3 ت T  18 ع ‘  
4 ث ṡ 
s dengan titik di 
atasnya 
19 غ G 
 
5 ج J  20 ف F  
6 ح ḥ 
h dengan titik 
dibawahnya 
21 ق Q 
 
7 خ Kh  22 ك K  
8 د D  23 ل L  
9 ذ Z 
z dengan titik di 
atasnya 
24 م M 
 
10 ر R  25 ن N  
11 ز Z  26 و W  
12 س S  27 ه H  
13 ش Sy  28 ء ’  
14 ص ṣ 
s dengan titik di 
bawahnya 
29 ي Y 
 
15 ض ḍ 
d dengan titik di 
bawahnya 
    
 
2. Vokal 
Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau 
monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin 
  ٙ  Fathah A 
  ٙ  Kasrah I 
  ٙ  Dammah U 
  
 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan  
Huruf 
  ٙي  Fathah dan ya Ai 
  ٙ و  Fathah dan Wau Au 
 
Contoh: 
فيك: kaifa    لوه : haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harkat dan 
Huruf 
Nama  Huruf dan tanda 
  ٙ١/ي  Fathah dan alif 
atau ya 
Ā 
  ٙي  Kasrah dan ya Ī 
  ٙي  
Dammah dan 
waw 
Ū 
 
Contoh: 
 َلاَق  : qāla 
ىَمَر  : ramā 
  
  َلْيِق   : qīla 
  ُلْوُق َي   : yaqūlu 
4. Ta Marbutah (ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 
a. Ta marbutah (ة) hidup 
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan  
dammah,  transliterasinya adalah t. 
b. Ta marbutah (ة) mati 
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah h. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 
marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan h. 
 
Contoh: 
ُ ةَضورأَلافأَط ألْا : raudah al- atfāl/ raudatul atfāl 
ةَر ََّون  ملأا  َُةنأيِدَملأا : al-Madīnah al- Munawwarah/ 
al Madīnatul Munawwarah 
ُأةَحألَط : Talhah 
 
Catatan: 
 
Modifikasi: 
1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti 
M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah 
penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman. 
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, 
bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak 
ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 
PENDAHULUAN 
1.1.  Latar Belakang Masalah 
 Hukum  ada  sejak  masyarakat ada. Dapat dipahami di sini bahwa hukum adalah 
produk otentik dari masyarakat yang merupakan kristalisasi dari naluri, perasaan, 
kesadaran, sikap, perilaku, kebiasaan, adat, nilai, atau budaya yang hidup di masyarakat. 
Hukum berperan untuk mengatur agar kepentingan masyarakat terlindungi, sehingga 
masyarakat hidup dengan aman, tentram, damai, adil, dan makmur.
1
 
 Hukum didefinisikan sebagai seperangkat aturan (norma) yang harus dituruti dalam 
tingkah laku dan tindakan pergaulan hidup dengan ancaman seperti harus mengganti 
kerugian jika melanggar aturan yang membahayakan diri sendiri atau harta atau membuat 
orang akan kehilangan kemerdekaannya, di denda dan sebagainya.
2
 
 Di sini penulis memfokuskan pada hukum adat, hukum adat merupakan panutan dan 
implementasi sikap/watak dari praktek sehari-hari dalam tatanan kehidupan masyarakat 
yang lebih bersifat etnis/kelompok masyarakat dalam suatu negara. Sifat dan bentuknya 
bernuansa tradisional dan pada dasarnya tidak tertulis serta bersumber dari adat istiadat 
budaya mereka sendiri. 
 Dewasa ini pelanggaran dan kejahatan masih terus terjadi di kalangan masyarakat, 
baik di kalangan orang tua maupun dewasa. Di sini peneliti menemukan beberapa kasus 
yang terjadi kemudian diselesaikan secara adat di antaranya
3
:  
a. Khalwat (Mesum) 
b. Judi (Maisir) 
c. Kekerasan Rumah Tangga 
                                                             
 
1
Lysa Angrayni, Pengantar Ilmu Hukum, ( Pekan Baru : Suska Press, 2014), hlm. 12-13. 
 
2
Ishaq,  Dasar- Dasar Ilmu Hukum,  (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 4  
 
3
Hasil wawancara dengan Pak Geuchik Lamgugob. 
   
2 
d. Pertikaian antara Warga 
e. Tuduh Menuduh 
 
Tabel 1.1  Data Pidana Adat yang terjadi di gampong Lamgugob
4
 
No Jenis  Jarimah Tahun Jumlah 
Kejadiannya 
1. Judi 2015 1 kali 
2.  Tuduh Menuduh 2013 1 kali 
3.  Pertikaian Antar Warga 2018 1 kali 
4.  Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga (KDRT) 
2018 1 kali 
5.  Khalwat (Mesum) 2016 1 kali 
6.  Khalwat (Mesum) 2017 1 kali 
7.  Khalwat (Mesum) 2018 1 kali 
Sumber: Hasil wawancara dengan  Geuchik Lamgugob. 
 Dari  7 kasus  diatas terdapat 14,28% jarimah yang sudah diselesaikan secara adat 
yang  dilimpahkan ke jalur peradilan, dan terdapat 85,71% yang hanya diselesaikan pada 
sanksi Adat gampong Lamgugob saja.
5
 
 Kasus-kasus  yang terjadi di gampong Lamgugob tersebut merupakan wewenang 
lembaga adat sebagaimana yang termuat di dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat,
6
 diatur secara tegas dalam bab 
tersendiri mengenai jenis-jenis sengketa/ perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui 
lembaga adat. Dalam Pasal 13 ayat (1) qanun tersebut, diatur bahwa setidaknya terdapat 18 
                                                             
 
4
Hasil wawancara dengan Pak Geuchik Lamgugob. 
 
 
5
Hasil wawancara dengan Geuchik Lamgugob 
 
6
Taqwaddin husin, Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe, (Banda Aceh : 
Bandar Publishing,  2013),  hlm. 5. 
   
3 
(delapan belas) jenis sengketa/ peradilan adat yang dapat diselesaikan  melalui lembaga 
adat, yaitu : 
1. Perselisihan dalam rumah Tangga 
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh 
3. Perselisihan antar warga 
4. Khalwat / mesum 
5. Perselisihan tentang hak milik 
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan) 
7. Perselisihan harta sehareukat 
8. Pencurian ringan  
9. Pencurian ternak peliharaan 
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan 
11. Persengketaan di laut 
12. Persengketaan di pasar 
13. Penganiayaan ringan 
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat) 
15. Pelecahan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik 
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan) 
17. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman) 
18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat. 
 Akan tetapi kenyataan yang tampak  di lapangan berbeda dengan yang seharusnya, 
terdapat  kasus yang sudah  diselesaikan  secara adat kemudian dibawa ke ranah hukum  
formil, dari lima kasus yang telah dipaparkan oleh penulis, ada 1(satu) kasus yang 
dilimpahkan ke ranah hukum, yaitu kasus khalwat (mesum),dari keempat kasus khalwat di 
atas hanya 1 (satu) kasus khalwat  yang diserahkan ke WH,kasus tersebut kasus yang sangat 
heboh di media sosial. 
 Dari penjelasan di atas peneliti tertarik menelitinya  dengan merumuskan judul 
:”Pertimbangan pelimpahan perkara pidana adat oleh Aparat Gampong ke jalur 
Peradilan (Studi Kasus di Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala).” 
 
   
4 
1.2. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan Latar belakang masalah di atas, pertanyaan-pertanyaan penelitian di 
atas ialah : 
1. Apa saja bentuk pidana adat yang terjadi di gampong Lamgugob? 
2. Bagaimana Prosedur penyelesaian pidana adat  di gampong Lamgugob? 
3. Bagaimana pertimbangan Aparatur gampong terhadap perkara pidana adat yang 
kemudian dilimpahkan  ke jalur peradilan? 
 
1.3.  Tujuan Penelitian 
 Sehubungan dengan permasalahan yang diuraikan, yang menjadi tujuan penelitian 
adalah sebagai berikut:   
1.3.1. Untuk mengetahui pandangan Islam terkait beberapa pidana adat yang  terjadi di 
gampong Lamgugob. 
1.3.2. Untuk mengetahui pertimbangan Aparat gampong dalam pelimpahan  perkara 
ke jalur peradilan. 
 
1.4.  Penjelasan Istilah 
 Dalam penjelasan istilah ini perlu dipaparkan maksud dari konsep penelitian 
sehingga dapat menjadi acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel 
penelitian. Adapun yang dapat dijelaskan dalam penjelasan istilah adalah: 
1.4.1.  Pertimbangan 
 Pertimbangan berasal dari kata timbang yang artinya tidak berat sebelah. Sedangkan 
pertimbangan artinya pendapat baik dan buruk.
7
 
 
                                                             
 7Departemen Pendidikan Nasional,, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), 
hlm. 1193. 
   
5 
1.4.2.  Perlimpahan  
  Perlimpahan adalah proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak, 
wewenang dan sebagainya. Di pengadilan wewenang  dilimpahkan kepada hakim untuk 
menanggani perkara.
8
 
1.4.3. Pidana 
 Pidana berasal dari kata straf (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman 
Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena sudah lazim merupakan terjemahan 
dari recht. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum 
pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan 
oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas 
perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.
9
 
1.4.4. Adat 
 Adat berasal dari bahasa Arab, yaitu perbuatan yang berulang-ulang atau kebiasaan. 
Adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik 
sebelum maupun sesudah adanya masyarakat.
10
 
1.4.5.  Aparat 
 Aparat adalah badan atau instansi pemerintah dan orang yang menjalankan lembaga 
tersebut untuk mencapai tujuan negara atau pemerintah.
11
 
1.4.6.  Gampong 
 Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
                                                             
 
8
https://kbbi.web.id/limpah, diakses, pada Jum’at, tanggal  22 Februari 2019, pukul 10:15 WIB. 
 
9
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pidanaa, diakses pada  Jum’at, 22 Februari 2019, pukul 10:00 WIB 
 
10
Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi  Hukum  Adat Kontemporer, (Bandung : PT 
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http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-aparat/, diakses  pada  Sabtu,  23 Februari 
2019,  pukul 09:00 WIB. 
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berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12
  
1.4.7.  Peradilan 
 Peradilan adalah kewenangan suatu lembaga dalam menyelesaikan    perkara 
untuk  dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan.
13
 
 Adapun peradilan yang dimaksud oleh penulis ialah Wilayatul Hisbah  (WH) 
Provinsi Aceh. 
1.5. Kajian Kepustakaan  
 Sejauh penelitian yang telah dilakukan, penulis belum pernah mendapatkan maupun 
menemukan sebuah penulisan yang mengkaji secara khusus tentang :”Pertimbangan 
pelimpahan pidana adat oleh Aparat Gampong ke jalur Peradilan”,ada beberapa hal yang 
berkaitan dengan judul yang ditulis oleh peneliti. Adapun kajian yang berhubungan 
dengan:”Pertimbangan pelimpahan pidana adat oleh Aparat Gampong ke jalur Peradilan”, 
sebagai berikut : 
1. Skripsi yang ditulis oleh  Rafsanjani, Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum, 
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2015. Dengan 
judul:‘’analisis PertanggungJawaban Pidana dalam Qanun Khalwat (studi 
Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyyah Kutacane No.007/Jn.B/2010/MS.KC)’’. 
Dalam penulisan ini penulis menjawab analisis hakim dalam 
pertanggungjawaban pidana dalam Qanun Khalwat. Adapun hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa dalam putusannya, majelis hakim berpendapat bahwa 
rentang waktu antara datangnya saksi I dengan perbuatan bersunyi-sunyi yang 
dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dianggap bisa menjadikan perbuatan 
                                                             
 
12
http://id.m.wikipedia.org/wiki/Gampong, diakses pada Jum’at, 22 Februari 2019, pukul 10:10 WIB. 
 13Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),  hlm. 
3. 
   
7 
bersunyi-sunyi tersebut mengarah perbuatan zina, tetapi dapat dikategorikan 
sebagai percobaan melakukan pidana. Majelis hakim menilai percobaan 
melakukan pidana tidak bisa dipidana karena tidak adanya aturan yang mengatur 
tentang hal itu. 
 Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi sebelumnya sama-sama 
mengkaji kasus khalwat, yang membedakan antara skripsi ini dengan skripsi 
sebelumnya, dalam skripsi ini penulis  mengkaji pertimbangan aparat gampong 
lamgugob terhadap perkara yang sudah diselesaikan oleh adat gampong 
kemudian dilimpahkan ke jalur peradilan, tidak hanya itu disini penulis juga 
menyebutkan sanksi khalwat yang terdapat dalam Qanun gampong Lamgugob, 
sedangkan pada skripsi penulis yang sebelumnya mengkaji analisis hakim dalam 
pertanggungjawaban pidana dalam Qanun Khalwat. 
2. Skripsi yang ditulis oleh  Rahmah Mufidhah, Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan 
Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2014. Dengan 
judul:’’Pertimbangan Hukum Hakim dalam kasus Maisir (Analisis Putusan 
Nomor 12/JN/2010/MS-MBO). Dalam penulisan ini penulis menjawab 
pertimbangan hakim mengenai kasus Maisir. Adapun hasil penelitiannya, 
majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana membayar 
denda sebanyak Rp.35.000,000, (tiga puluh lima juta rupiah). Dengan dasar 
pertimbangan hakim yaitu hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan 
terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya 
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Syari’at Islam secara kaffah di Provinsi 
Aceh, terdakwa mengetahui bahwa menyelenggarakan perbuatan maisir 
(perjudian) dilarang oleh Syari’at Islam, terdakwa telah dua kali dijatuhi 
hukuman dalam kasus yang sama oleh Mahkamah Syar’iyah Meulaboh. 
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Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa menghadiri 
persidangan bersikap sopan dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar 
jalannya persidangan. 
  Persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi sebelumnya sama-sama 
merupakan kasus Maisir (perjudian), yang menjadi perbedaan antara skripsi 
penulis dengan skripsi sebelumnya, dalam skripsi ini penulis mengkaji Maisir 
(perjudian) suatu bentuk pidana adat yang terrjadi di gampong Lamgugob serta 
prosedur penyelesaian kasus maisir (perjudian), sedangkan pada skripsi yang 
ditulis sebelumnya, penulis mengkaji pertimbangan hukum Hakim dalam kasus 
maisir yang memberatkan terdakwa terhadap pembayaran pidana denda. 
3. Skripsi yang ditulis oleh  Muhammad Ridha, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan 
Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2017. Dengan 
judul :’’Peran Keuchik dan Tuha Peut dalam Penyelesaian Tindak Pidana 
Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi kasus di Gampong Cot Meurak Blang 
Kecamatan Samalanga Kabuapaten Bireuen). Adapun hasil penelitiannya 
sengketa pidana kekerasan rumah tangga dianggap sangat menganggu 
keseimbangan dalam masyaraakt. Baik itu menganggu keluarganya sendiri 
maupun masyarakat lainnya. Keberadaan keuchik dalam menangani masalah 
tergantung berat ringannya pidana itu, sehingga memerlukan penangganan 
secepatnya untuk tidak merembet menjadi rangkaian pidana berikutnya. Ketika 
terjadinya jarimah kekerasan dalam rumah tangga maka si korban melaporkan 
jarimah tersebut kepada peradilan adat gampong dikarenakan si korban merasa 
kurang nyaman atas tindak kekerasaan yang dilakukan oleh suami kepadanya, 
korban melakukan upaya yang pertama yaitu membicarakan kepada pihak 
orangtuanya, agar orangtua pelaku mengetahui bahwa anaknya telah melakukan 
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suatu perbuatan melawan hukum yang memiliki hukuman atau sanksi. Kemudian 
korban mengadukan/ melaporkan kepada keuchik, untuk segera mengambil 
langkah-langkah pengamanan dan penyelesaian selanjutnya. 
 Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi sebelumnya sama-sama 
membahas kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan rumah tangga tersebut 
pelaku tersebut suami dan korbannya tersebut si isteri. hal yang membedakan 
antara skripsi ini dengan skripsi sebelumnya, pada skripsi ini penulis membahas 
Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di gampong Lamgugob, dalam 
skripsi penulis membahas faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta 
prosedur penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut, dalam 
skripsi sebelumnya penulis membahas peran kechik dan Tuha Peut dalam 
penyelesaian Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 
4. Skripsi yang ditulis oleh  Erha Saufan Hadana, Mahasiswi Fakultas Syari’ah 
dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2014. 
Dengan judul:’’Ancaman Pidana terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik pada 
pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik ditinjau Menurut Hukum Islam’’. Adapun hasil 
penelitiannya dalam tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan pencemaran 
nama baik pada pasal 27 ayat (3) UU ITE, hukum Islam memandang bahwa 
kehormatan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, maka dari itu perlu 
menetapkan suatu aturan menyangkut hal tersebut. Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 
ayat (1) UU ITE merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah untuk menjaga 
harkat dan martabat  manusia.  Dalam hukum Islam khusus untuk jarimah 
memfitnah (qadzaf) juga diberlakukan delik aduan, karena jarimah ini 
pengaduan korban menjadi syarat adanya tuntutan pihak penguasa. 
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  Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi sebelumnya sama-sama 
merupakan kasus pencemaran nama baik, adapun yang membedakan antara 
skripsi  ini dengan skripsi sebelumnya, pada skripsi ini pencemaran nama baik 
yang dimaksud penulis ialah tuduh menuduh santet kepada seseorang, disini 
penulis juga membahas mengenai prosedur penyelesaian santet dalam qanun 
adat gampong lamgugob, sedangkan pencemaran nama baik yang ditulis oleh 
penulis sebelumnya itu berkenaan dengan pencemaran nama baik dalam UU ITE  
yang ditinjau dengan hukum Islam. 
5. Skripsi yang ditulis oleh  Prana Perdana, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial 
jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang, tahun 
2005. Dengan judul:“Perkelahian Antar Warga Desa”,hasil penelitiannya 
adalah dampak dari perkelahian warga desa adanya kerugian fisik dan psikis. 
Korban fisik yaitu pemukulan atau perkelahian yaitu warga dukuh pamulihan 
sampai masuk ke Puskesmas. 
  Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi sebelumnya sama-sama 
perkelahian yang menyebabkan luka yang disebabkan karena pukulan, yang 
membedakan antara skripsi ini dengan skripsi sebelumnya, pada skripsi ini 
hanya mengalami luka fisik saja, dan diselesaikan dengan adat gampong, akan 
tetapi pada skripsi sebelumnya banyak mengalami kerugian, yakni kerugian 
fisik, psikis, serta kerusakan rumah warga sekitar 50 rumah, dalam hal ini tidak 
hanya Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang terlibat, tetapi juga 
menghadirkan pihak ketiga seperti: Kapolres, Kapolsek, dam Kesbangkinmas. 
1.6. Metode Penelitian 
Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu 
atau beberapa gejala dengan cara menganalisa dengan mengadakan penelitian yang 
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mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas 
masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.
14
 
 Metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis, metode penelitian deskriptif 
merupakan suatu metode yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang 
ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Metode penelitian deskriptif 
bertujuan untuk memaparkan data yang ada, menggambarkannya secara sistematis, faktual 
dan akurat.  
1.6.1. Jenis  Penelitian 
 Jenis penelitian dibagi menjadi dua yaitu library research (penelitian kepustakaan) 
dan field research (penelitian lapangan). 
a. Library Research (Penelitian Kepustakaan), yaitu suatu metode atau cara 
mengumpulkan data dengan mempergunakan bahan-bahan bacaan yang berkaitan 
dengan skripsi ini, buku-buku, jurnal atau artikel maupun sumber lain seperti 
internet. 
b. Field Research (Penelitian Lapangan), yaitu suatu penelitian lapangan yang 
dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitiberatkan pada kegiatan lapangan, 
yaitu dengan mengumpulkan data dari lapangan. 
 
1.6.2.Lokasi Penelitian 
 Untuk memperoleh informasi dan sumber data sistematis, faktual dan akurat maka 
penulis melakukan penelitian di gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala,Kota Banda 
Aceh. 
 
 
                                                             
 
14
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia 2006), hlm. 121. 
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1.6.3. Pendekatan Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan yaitu yuridis, sosiologis dan 
syar’i. 
a. Yuridis Normatif, yaitu suatu pendekatan yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan (Qanun). 
b. Sosiologis, yaitu pendekatan berdasarkan konsep dan kaedah yang terdapat dalam 
ilmu sosiologi. 
c. Syar’i, yaitu pendekatan dengan cara mempelajari ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits 
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
1.6.4. Data dan Sumber Data 
 Di dalam penelitian mengenai“Pertimbangan Pelimpahan Pidana Adat  oleh 
Aparat Gampong ke Jalur Peradilan’’. Peneliti menggunakan dua data, yaitu: 
a. Data Primer, yaitu data yang menggunakan penelitian lapangan (field 
research),melalui interview berupa wawancara, berdiskusi dengan  informan 
langsung guna mendapatkan hasil yang akurat. 
b. Data Sekunder, yaitu data yang menggunakan penelitian pustaka (library research), 
yaitu mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan guna melengkapi dan 
memberi keterangan dari data primer. 
 Terdapat dua sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama 
dalam penelitian ini, yaitu : 
a. Sumber data primer, yaitu didapat melalui wawancara dengan geuchik, aparat 
gampong lainnya, pihak Wilayatul Hisbah (WH) provinsi Aceh serta dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan penelitian. 
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b. Sumber data sekunder, yaitu yang dapat melalui buku-buku seperti buku fiqh, 
contohnya buku Hukum Pidana Islam karangan Ali Zainuddin, dan data  lain yang 
berkaitan dengan objek penelitian ini. 
1.6.5. Teknik Pengumpulan data 
 Teknik pengumpulan data adalah suatu cara peneliti dalam memperoleh data yang 
diperlukan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah : 
a. Studi Pustaka  
 Studi Pustaka adalah suatu pembahasan yang berdasarkan pada buku-buku referensi 
yang bertujuan untuk memperkuat materi pembahasan maupun sebagai dasar untuk 
menggambarkan rumus-rumus tertentu dalam menganalisa. 
b. Observasi 
 Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek penelitian dimana penulis 
mengamati ketentuan hukum Islam terhadap pertimbangan Aparat gampong dalam 
pelimpahan perkara ke jalur peradilan. 
c. Wawancara 
 Wawancara dilakukan dengan cara pendekatan yaitu diskusi, bertanya langsung 
kepada Geuchik, Aparat Gampong, Wilayatul Hisbah Aceh dan Kapolsek Syi’ah Kuala 
agar data yang diperoleh seimbang. 
 
1.7. Sistematika Pembahasan 
 Sistematika penulisan dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut bab. Dimana 
masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang 
saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. 
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 Secara sistematis penulisan ini menempatkan materi pembahasan keseluruhannya ke 
dalam 4 (empat) bab yang terperinci. 
 Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang di dalamnya 
terurai mengenai latar belakang belakang masalah, rumusan masalah tujuan penulisan, 
kajian kepustakaan, metode penelitian, dan kemudian diakhiri dengan sistematika 
penulisan. 
 Bab kedua, penulis menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut pengertian, 
dan dasar hukum pidana adat, macam-macam pidana adat, dan pidana adat menurut Qanun. 
 Bab ketiga, penulis menjelaskan mengenai hasil penelitian yang ada di lapangan, 
yaitu tentang gambaran gampong lamgugob, bentuk pidana adat dii gampong Lamgugob 
dan pertimbangan pelimpahan pidana adat oleh Aparat Gampong ke jalur Peradilan. 
 Bab keempat, berisi kesimpulan dari bab-bab  yang telah dibahas sebelumnya dan 
saran-saran. 
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BAB DUA 
LANDASAN TEORITIS 
   2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Pidana Adat 
  Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda  “Strafrecht”. 
Straf berarti pidana, recht berarti hukum. Straf sendiri secara harfiah berarti hukum- 
hukuman. Jika digabungkan keduanya akan berarti hukuman. Istilah demikian dianggap 
tidak lazim menurut tata bahasa, maka istilah “hukum-hukuman” itu diganti dengan hukum 
pidana.
15
 
 Istilah pidana dalam hukum Islam dikenal dengan al-jinayat yang merupakan 
bentuk jamak dari kata jinayah. Kata itu berasal dari kata jana-yajni  yang berarti 
mengambil. Istilah jana ats-tsamrah  (mengambil buah) digunakan jika seseorang memetik 
langsung dari pohon. Istilah jana ‘ala qaumihi jinayatan digunakan jika seseorang berbuat 
dosa yang wajib dikenakan sanksi.
16
 
Al-jinayati dalam definisi syar’i bermakna setiap pekerjaan yang diharamkan. 
Makna pekerjaan yang diharamkan adalah setiap pekerjaan yang dilarang  syar’i karena 
adanya dampak negatif, karena bertentangan dengan agama, membahayakan jiwa, akal, 
harga diri, ataupun harta.
17
 
Adat berasal dari bahasa Arab “a’dadun” yang bermakna berbilang, mengulang, 
berulang-ulang dilakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan yang  terus-menerus dilakukan 
dalam tatanan perilaku masyarakat  Aceh dan berlaku sepanjang waktu.
18
  
Sedangkan adat menurut istilah berarti sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan 
mereka patuhi, berupa perbuatan yang berlaku di antara mereka atau kata yang biasa 
mereka ucapkan untuk menunjuk arti tertentu, dimana ketika mendengar kata tersebut maka 
                                                             
 15Mukhlis, dkk, Hukum Pidana, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2009), hlm.1 
 16Sayyid Sabiq, Fqih Sunnah  4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), hlm. 271  
17
Ibid  
 18Syahrizal, Hukum Adat dan Hukum Islam  di Indonesia, (NAD: Yayasan Nadiya,2004), hlm.4.  
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akal pikiran langsung tertuju kepadanya, bukan kepada yang lain.
19
 Adat juga berarti 
kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat 
itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan 
dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi,hukum adat.
20
 
 Menurut Van Vollen Hoven hukum pidana adat adalah perbuatan yang tidak boleh 
dilakukan, meskipun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan 
perbuatan yang kecil saja.
21
 
 Dari pengertian pidana adat diatas dapat disimpulkan bahwa, pidana adat merupakan 
suatu perbuatan yang dilarang dan telah ditetapkan sanksinya baik itu didalam Qanun, 
maupun perundang-undang lainnya yang berkaitan dengan pidana adat. 
Dasar hukum tentang pidana adat tersebut diatur di dalam : 
1. Undang-Undang Dasar 1945, di dalamnya tidak ada satu pasal pun yang 
menyatakan/ memuat ketentuan tentang berlakunya hukum adat. Dalam UUD 1945 
hanya mendapat isyarat pada aturan peralihan pasal II, yang menyebutkan : Segala 
badan usaha dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum 
diadakan yang baru menurut UUD ini. Pasal inilah yang dijadikan dasar yuridis 
untuk menyatakan bahwa hukum adat itu dapat berlaku, sepanjang belum diatur 
lain.
22
 
2.  Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 sebelum lahirnya Dekrit Presiden 
5 juli 1959, di Indonesia berlaku UUDS 1950, dimana dalam ketentuan Pasal 104 
ayat (1) dinyatakan : 
                                                             
 
19Abdul Hayy Abdul ‘Al, Pengantar Ushul Fikih, cetakan ketiga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,  
2014).  hlm. 325. 
 20Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), (Bandung: Alfabeta, 
2015).  hlm.1. 
 21Fery Kurniawan, ”Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.”  
Eduka,  jurnal  pendidikan, hukum, dan bisnis, Vol. 2 Agustus 2016,  hlm. 15-16. 
 22Undang-Undang Dasar 1945,  pasal II aturan peralihan. 
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“Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasan dan dalam perkara 
hukuman menyebutkan aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum 
adat yang dijadikan dasar hukuman itu”.23 
3. Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat 1949), disaat berlakunya konstitusi RIS 
bagi negara Republik Indonesia, dalam pasal 146 ayat 1 menetapkan : bahwa segala 
keputusan kehakiman harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukum 
harus menyebut aturan-aturan undang-undang dan atauran hukum adat yang 
dijadikan dasar hukuman itu.  Berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara 
Indonesia pada dasarnya sumber berlakunya hukum adat adalah bersandar pada 
peraturan-peraturan lama sebelum Indonesia Merdeka.
24
 
4. Undang-undang Darurat No.1 Tahun 1951 (Lembaran Negara No.9) Undang-
undang ini lengkapnya berbunyi : Tindakan –tindakan sementara untuk 
menyelenggarakan kesatuan susunan kesatuan susunan kekuasaan dan acara 
pengadilan sipil. Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa pada saat yang berangsur-
angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman untuk menghapuskan :
25
 
a. Segala Pengadilan Swapraja (zelfbestuurs rechtspraak) dalam negara Sumatra 
Timur, Keresidenan Kalimantan Barat, dan negara Indonesia Timur dahulu, 
kecuali peradilan Agama, jika peradilan itu menurut hukum yang hidup 
merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan swapraja. 
b. Segala Pengadilan Adat (inheemse rechtspraak in rechtstreek bestuurd gebied) 
kecuali pengadilan Agama, jika peradilan itu menurut hukum yang hidup 
merupakan suatu bagian tersendiri dari peradilan adat. Tetapi menurut ayat 1 
UU. Darurat tersebut, dopsrechte ( Hakim desa) tetap dipertahankan. Peradilan 
                                                             
 23Undang –Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, pasal 104 ayat (1) 
 24Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949, pasal 146 ayat (1) 
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Undang-undang Darurat No.1 Tahun 1951, pasal 1 ayat (2) 
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yang dilakukan oleh Hakim Adat yang telah dihapus itu diteruskan oleh 
Pengadilan Negeri. 
5. Undang-Undang Pokok Kehakiman No. 14 Tahun 1970 menentukan bahwa 
lembaga-lembaga peradilan diseluruh Indonesia menurut pasal 10 ayat (1), hanya 
terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan 
Tata Usaha Negara. Pasal 39 menegaskan bahwa penghapusan Pengadilan Adat dan 
swapraja hanya dilakukan oleh Pemerintah.
26
 
6. Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat 
Istiadat. Pada bab sebelumnya penulis telah menyebutkan pasal 13 ayat (1) 
mengenai macam-macam penyelesaian sengketa adat yakni terdapat  18 (delapan 
belas) sengketa yang dapat diselesaikan dengan adat gampong. Kemudian pada 
pasal 14 ayat (2) terdapat : 
(2).Penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain dilaksanakan oleh tokoh-
tokoh yang terdiri atas: 
a) Keuchik atau nama lain 
b) Imuem Meunasah atau nama lain 
c) Tuha peut atau nama lain 
d) Sekretaris gampong atau nama lain 
e) Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang 
bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan. 
7. Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. 
 Sebagaimana terdapat di dalam pasal 4 : 
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Dalam menjalankan fungsinya, lembaga adat berwenang : 
a. Menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, 
b. Membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan 
c. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat 
d. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat-adat istiadat yang tidak bertentangan 
dengan syari’at Islam 
e. Menerapkan ketentuan adat, 
f. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan 
g. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat 
h. Menegakkan hukum adat. 
2.2. Macam –Macam Pidana Adat 
 Menurut Qanun No 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat 
Istiadat,
27
 yang terdapat di dalam pasal 13 ayat (1), di dalam pasal tersebut terdapat 18 jenis 
pidana/peradilan adat yang diselesaikan dengan lembaga adat, sebagai berikut:  
1. Perselisihan dalam rumah Tangga 
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh 
3. Perselisihan antar warga 
4. Khalwat / mesum 
5. Perselisihan tentang hak milik 
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan) 
7. Perselisihan harta sehareukat 
8. Pencurian ringan  
9. Pencurian ternak peliharaan 
10. Adat tentang ternak, pertanian, dan hutan 
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11. Persengketaan di laut 
12. Persengketaan di pasar 
13. Penganiayaan ringan 
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat) 
15. Pelecahan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik 
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan) 
17. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman) 
18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat. 
  Dari 18 kasus  pidana adat di atas penulis hanya fokus membahas beberapa kasus 
pidana yang terjadi di gampong Lamgugob, kecamatan Syi’ah Kuala, adapun kasus pidana 
tersebut, sebagai berikut:  
1. Khalwat (Mesum) 
a. Pengertian 
 Menurut bahasa, istilah khalwat berasal dari khulwah dari akar kata khala yang 
berarti ‘’sunyi’’ atau ‘’sepi’’. Sedangkan menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang 
yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam pemakainnya, istilah ini 
berkonotasi ganda, positif dan negatif. Dalam makna positif, khalwat adalah menarik diri 
dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan dalam 
makna negatif, khalwat berarti perbuatan berdua-duan di tempat sunyi atau terhindar dari 
pandangan orang lain antara seorang pria dan wanita yang belum terikat perkawinan.
28
 
 Menurut Rusdji Ali Muhammad, khalwat adalah perbuatan yang dilakukan dua 
orang atau lebih yang berlainan jenis tanpa adanya ikatan nikah atau muhrim, pada tempat 
tertentu yang sepi dan memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat dibidang seksual dan 
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berpeluang terjadinya perzinahan.
29
Dalam pandangan fiqih  berada pada suatu tempat 
tertutup antara dua orang mukallaf (laki-laki dan perempuan) yang bukan muhrim sudah 
merupakan perbuatan pidana. Jadi berada pada tempat tertutup itulah yang merupakan 
unsur utama perbuatan khalwat. Lebih dari itu perbuatan berciuman dan berpelukan atau 
duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sedemikian rupa, 
yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain, juga merupakan perbuatan 
khalwat karena merupakan perbuatan maksiat (perbuatan yang dilarang oleh Syari’at 
dilarang dilakukan, karena dapat mengarah atau membawa kepada zina). Jadi ada dua jenis 
perbuatan yang dapat digolongkan khalwat, pertama berada berduan di tempat terlindung 
atau tertutup, walaupun tidak melakukan sesuatu; dan kedua melakukan perbuatan yang 
dapat mengarah kepada zina, baik di tempat ramai atau di tempat sepi.
30
 
 Khalwat merupakan penyakit sosial yang selalu ada disetiap ruang dan waktu 
kehidupan manusia, namun demikian hal itu dapat ditekan setidaknya dengan cara-cara 
sebagai berikut :
31
 
a. Memberikan pendidikan moral bagi kaum perempuan, khususnya remaja putri yang 
dapat menebalkan keimanan dan ketebalan mental mereka. 
b. Pemerintah harus menegakkan hukum sebagaimana mestinya, jika sanksi hukum 
positif terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera, maka sudah selayaknya 
untuk menjadikan konsep hukum pidana  Islam sebagai pedoman. 
 Sedangkan makna Khalwat (Mesum) yang terdapat dalam Qanun No 6 Tahun 2014 
Khalwat (Mesum) didefinisikan sebagai perbuatan berada pada tempat tertutup atau 
tersembunyi antara 2 (dua) orang atau lebih yang berlainan jenis kelamin yang bukan 
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Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang 
mengarahkan kepada perbuatan zina.
32
 
 Adapun makna khalwat yang dimaksud oleh penulis adalah makna yang kedua, 
khalwat dilarang Islam karena perbuatan ini dapat menjerumuskan orang kepada zina, yakni 
hubungan intim di luar perkawinan yang sah.  
 Hukum Islam dan Hukum Positif sangat serasi, di dalam hukum Islam khalwat 
dilarang, begitu juga di dalam hukum positif perbuatan khalwat tersebut juga dilarang, 
karena perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan asusila yang ditindak sebagai 
pelanggaran hukum ketika dilakukan di muka umum. Orientasi hukum pidana tentang 
pengaturan kesusilaan ini mengarah pada upaya melindungi orang lain untuk tidak 
terganggu atau terpengaruh oleh tindakan yang menyebabkan timbulnya birahi orang lain.  
b. Dasar Hukum  
a) Hukum Islam 
 Islam telah mengatur etika pergaulan muda-mudi dengan baik. Cinta dan kasih 
sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah. 
Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam menyediakann 
lembaga pernikahan. Tujuan utama agar hubungan laki-laki dan perempuan diikat oleh tali 
perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (nasab) dari anak yang 
lahir dari hubungan suami istri.
33
 
 Larangan khalwat adalah pencegahan dini bagi perbuatan zina. Larangan ini berbeda 
dengan beberapa jarimah lain yang berlangsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti 
larangan mencuri, maisir. 
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 Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-isra’ ayat 32 : 
                        
Artinya : ”Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. 
 
 Dalam beberapa hadits, Nabi menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki 
dan perempuan yang bukan muhrimnya, seperti: 
a. Nabi melarang seorang perempuan berhubungan dengan laki-laki yang bukan 
muhrimnya tanpa ditemani oleh muhrim si wanita. 
b. Nabi melarang khalwat dengan wanita yang sudah dipinang, meski Islam 
membolehkan laki-laki memandang perempuan yang dipinangnya untuk 
meyakinkan dan memantapkan hatinya, 
c. Nabi melarang seorang laki-laki masuk ke rumah wanita yang tidak bersama 
muhrimnya atau orang lainnya. 
d. Nabi melarang wanita berpergian tanpa ditemani muhrimnya. 
 Dari batasan sunnah di atas, maka dapat diketahui bahwa pembolehan Islam dalam 
hal kontak antara laki-laki dan perempuan Islam dalam hal kontak antara laki-laki dan 
perempuan sangat minimal sekali. Karena itu, istilah pacaran, dan lain sebagainya, 
hendaklah ditempatkan dalam keempat batasan ini, dan bukan berarti istilah tersebut 
melegalkan hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan.
34
 
 Kategori tindakan khalwat adalah apabila dilakukan oleh dua orang mukallaf yang 
berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami isteri dan halal menikah, 
(maksudnya bukan orang yang mempunyai hubungan muhrim). Dua orang tersebut 
dianggap melakukan khalwat kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang 
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memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau berpeluang pada 
terjadinya perbuatan zina.
35
  
b) Hukum Positif 
 Mengenai khalwat ini tidak hanya dilarang di dalam hukum Islam saja, akan tetapi 
di dalam hukum positif pun dilarang,sebagaimana tercantum di dalam  KUHP dalam BAB 
XIV Buku II tentang Kejahatan dan BAB VI Buku III tentang Pelanggaran yang dikenal 
ndengan istilah pelanggaran Asusila. Dalam Pasal 281 KUHP, diancam dengan pidana 
penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 
lima ratus rupiah. Sedangkan menurut pasal 284 KUHP diancam dengan pidana penjara 
paling lama sembilan bulan. 
2. Judi (Maisir) 
a. Pengertian Judi (Maisir) 
Judi dalam bahasa Arab disebut al-maisir secara bahasa berarti permainan dengan 
anak panah dalam segala sesuatu, kemudian diartikan dengan setiap perjudian.
36
 Maisir 
adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau l l ebih 
dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran.
37
 
Menurut Quraish Shihab perjudian dinamai maysir, karena hasil yang diperoleh 
dengan cara yang gampang, tanpa usaha, kecuali menggunakan undian yang dibarengi 
faktor untung-untungan.
38
Dari segi hukum, maisir adalah segalamacam aktivitas yang 
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dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan 
menggunakan uang sebagai taruhan.
39
 
Dalam pandangan Kartini Kartoni judi diartikan sebagai“pertaruhan dengan sengaja, 
yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari 
adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan 
pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.
40
 
 Pengertian judi dalam hukum positif yaitu terdapat dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP 
yang berbunyi :  
 Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya 
kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena 
pemainnya lebih tertatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang 
keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang 
turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.
41
 
 Adapun jenis judi yang dimaksud oleh penulis ialah judi main dadu. 
b. Dasar hukum  
a) Hukum Islam 
 Islam melarang judi karena bahayanya tidak kalah dengan khamar, karena itu di 
dalam Al-qur’an, larangan kedua jenis perbuatan ini selalu serangkai.  
  Pada mulanya al-Qur’an menyatakan bahwa dalam khamar dan judi itu ada manfaat. 
Tetapi bahaya jauh lebih besar
42
.  
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 Pada akhirnya maisir secara tegas dilarang di dalam surat al-Maidah 90: 
                              
             
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panahadalah Termasuk 
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 
keberuntungan”. 
 
 Maisir dilarang oleh Islam karena beberapa alasan: 
1) Secara ekonomis, maisir dapat mengakibatkan kemiskinan. Sebab jarang terjadi 
seseorang terus-menerus menang, yang paling banyak justru kekalahan. 
2) Secara psikologis, sebagaimana kata al-Qur’an, perjudian bisa menumbuhkan sikap 
penasaran dan permusuhan, dan sikap ria, takabbur, sombong dan sebagainya di pihak 
yang menang. Pihak kalah dapat terkena stress, depresi, bahkan bunuh diri. 
Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat al-Maidah ayat 91: 
                                     
              
   Artinya:” Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan 
kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan 
menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu 
(dari mengerjakan pekerjaan itu)”. 
   
3) Secara sosiologis, perjudian dapat merusak sendi-sendi kekeluargaan yang merupakan 
inti masyarakat.Perjudian menyebabkan konflik sosial seperti perceraian, 
pertengkaran, bahkan bisa mengarah ke tindak kriminal seperti pembunuhan dan 
sebagainya.
43
 
 Sebelum Islam datang, budaya maisir dan khamar sudah mendarah daging di 
kalangan masyarakat Arab.Imam Al-Qurthubi,dalam tafsirnya mengemukakan dua bentuk 
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maisir :al-mukhtharah dan al-tajzi’ah. Al-Mukhatharah adalah taruhan dimana dua orang 
laki-laki atau lebih menenpatkan harta dan istrinya sebagai taruhan, pihak yang menang 
berhak atas harta dan istri pihak yang kalah harus merelakannya. Pihak yang menang bebas 
berbuat apa saja terhadap harta dan istri lawannya.  
 Sedangkan taruhan bentuk al-tajzi’ah, adalah bentuk taruhan yang dimainkan 
sebanyak sepuluh orang dengan memakai sepuluh kartu. Taruhannya adalah daging unta 
yang dipotong-potong menjadi 28 bagian. Masing-masing kartu ditulis dengan jumlah 
bagian tertentu, misalnya dua bagian, tiga bagian, dan seterusnya. Akan tetapi satu kartu 
dikosongkan. Ke-10 kartu kemudian dikocok oleh seseorang, maka pihak yang mendapat 
membayar seluruh harga daging unta yang dipertaruhkan.
44
 
 Selain nash al-Qur’an, hadits Rasulullah juga ada yang menjelaskan tentang 
haramnya perbuatan maisir, yaitu: 
 َّىِبَّنلا َّنَأ ِهِيبَأ ْنَع َةَدْيَر ُب ِنْب َناَمْيَلُس-ملسو هيلع للها ىلص-  َلاَق « اَمَّنَأَكَف ِريِشَدْرَّ نلِاب َبِعَل ْنَم َغَبَص
 ْنَعُهَدَي 
45(  َل ىِف ِهِمَدَو ٍرِيزْنِخ ِمْح  )  
  
“Dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda,”Barangsiapa yang bermain dadu, maka ia seakan-akan telah mencelupkan 
tangannya ke dalam daging dan darah babi”. (H.R. Ahmad, Muslim dan Abu Daud). 
b) Hukum Positif 
 Mengenai dasar hukum judi (maisir) ini tidak hanya di dalam Al-qur’an dan Hadits 
saja diatur, akan tetapi di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) juga, 
sebagaimana tercantum di dalam pasal 303 bis : 
 “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda 
paling banyak sepuluh juta rupiah :  
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a. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakakan dengan 
melanggar ketentuan pasal 303, 
b. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di 
tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang 
berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. 
 
3. Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) 
a. Pengertian  
 Kekerasan (violence) merupakan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-
undang, baik berupa ancaman maupun tindakan nyata, kerusakan terhadap harta benda atau 
fisik, atau mengakibatkan kematian pada seseorang.
46
 Adapun pengertian rumah 
tangga itu sendiri tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi dapat di jumpai adalah 
“keluarga” yang tercantum dalam Pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bunyi Pasal 1 angka 30 sebagai 
berikut: 
“Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu 
atau hubungan perkawinan. Pengertian rumah tangga atau keluarga hanya dimaksudkan 
untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek pembicaraan tentang 
kekerasan terhadap perempuan. Karena terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga 
sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahasiakan oleh 
keluarga, maupun korban sendiri. 
47
 
 Konsep kekerasan dalam rumah tangga juga dijelaskan di dalam buku kekerasan 
berbasis gender yang ditulis oleh Ridwan, kekerasan rumah tangga merupakan bentuk 
pelanggaran hak asasi manusia yang harus segera ditangggulangi. Begitu banyak bentuk 
bentuk kekerasan dalam rumah tangga, seperti kekerasan fisik (pemukulan, penganiayaan, 
penjambakan dll), kekerasan seksual, kehamilan paksa, perdagangan perempuan dan anak, 
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pelecehan seksual, aborsi dll), kekerasan psikologis (ancaman, intimidasi, penyisihan, dll) 
dan kekerasan ekonomi (larangan bekerja, eksploitasi tenaganya, dll).
48
 
 Di dalam hukum Islam, kekerasan diistilahkan dengan Nusyuz,
49
 nusyuz secara 
bahasa adalah bentuk mashdar dari kata nasyaza yang berarti tanah yang tersembul tinggi 
ke atas. Sedangkan secara terminologis, nusyuz mempunyai beberapa pengertian di 
antaranya : 
a) Fuqaha Hanafiyah mendefiniskan dengan ketidaksenangan yang terjadi di antara 
suami-isteri; berupa rasa benci sang suami terhadap isterinya dan mempergaulinya 
dengan kasar. 
b) Fuqaha Malikiyah memberi pengertian nusyuz sebagai permusuhan yang terjadi di 
antara suami-isteri; berupa sikap suami yang memusuhi istrinya, disamping itu ia 
juga menyakitinya baik dengan dengan hijr atau pukulan yang tidak diperbolehkan 
oleh syara’, hinaan dan sebagainya. 
c) Ulama Syafi’iyyah, nusyuz adalah perselisihan yang terjadi diantara suami-isteri; 
berupa sikap suami yang memusuhi isterinya dengan pukulan dan tindak kekerasan 
lainnya serta berlaku tidak baik terhadapnya. 
d) Ulama Hambaliyah, mendefinisikannya dengan ketidaksenangan dari pihak isteri 
maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis; berupa perlakuan 
kasar suami terhadap isterinya dengan pukulan dan memojokkan atau tidak 
memberikan hak-hak istrinya seperti hak nafkah dan sebagainya. 
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b. Dasar Hukum  
a) Hukum Islam 
Terdapat di dalam Surat An-Nisa’ 19 : 
                                
                            
                       
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita 
dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak 
mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, 
terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata,dan bergaullah 
dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka,(maka 
bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah 
menjadikan padanya kebaikan yang banyak” 
 
 Ayat di atas ditujukan kepada suami dari perempuan itu, yang memperlakukannya 
dengan tidak baik, menyakiti istrinya dengan maksud supaya perempuan itu menebus 
talaknya kepada suaminya. Inilah yang dipilih Athiyah. Dalilnya ialah karena ayat itu 
bersambung dengan “kecuali jika mereka itu nyata melakukan perbuatan mesum”.50 
 Abu Qilabah berkata,”jika seorang isteri berzina, maka tidak ada apa-apa kalau 
suaminya memberikan mudharat kepada istrinya dan menyakitinya sehingga perempuan itu 
menebus talaknya.” 
 Jika ayat ini ditujukan kepada suami, amat berat menafsirkannya, karena ayat ini 
turun pada wali yang melarang dan menghalangi perkawinan perempuan yang berada dalam 
kekuasaannya. Sebab itu yang terutama sekali ayat ini ditujukan kepada sekalian orang 
mukmin. Maka tidaklah halal bagimu wahai kaum mukminin, menghalangi istri-istrimu, 
kamu tahan mereka, sedang keinginanmu tak ada sedikit juga lagi pada mereka, kamu 
menahan-nahan itu hanya dengan maksud supaya mereka membayar kembali kerugian yang 
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telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika mereka telah nyata melakukan perbuatan 
mesum, perbuatan keji.
51
 
 Ayat ini memberikan hak-hak perempuan yang menjadi tanggungan suami, yaitu 
hendaklah suami mempergauli mereka dengan cara yang baik. 
52
 
 Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya diatur didalam Al-qur’an saja, tetapi 
juga diatur di dalam Hadits : 
لاق بابذع ىبأ نب للها دبع نبا سايإ نع  : ءاجف للها ءامإاوبرضتلا ملسو هيلع للها ىلص للها لوسر لاق
 لاقف للها ىلص للها لوسر ىلإ رمع:اوزأ ىلع ءاسنلا نرئذ جصخرف نه نهبرض يف ,  لاب  فاطأف
ثك ءاسن ملسو هيلع للها ىلص للها لوسرنوكشي ري  هيلع للها ىلص يبنلا لاقف نهجاوزأ : لاب فاط دقل
مكرايخب كئلوأسيل نهجاوزأ نوكشي ريثك ءاسن دمحم 
“ Diriwayatkan oleh Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab, dia berkata,”Rasulullah SAW 
bersabda, ‘janganlah kalian memukul istri-istri kalian.“Kemudian datanglah Umar bin 
Khattab kepada Nabi Muhamad SAW dan berkata,“Para wanita bersikap berani kepada 
suami-suami mereka.”Lalu dibolehkan memukul mereka. Kemudian banyak wanita yang 
mendatangi keluarga Rasulullah SAW seraya mengadukan perilaku suami-suami mereka. 
Rasulullah SAW seraya mengadukan perilaku suami-suami mereka. Rasulullah SAW 
bersabda, “Banyak wanita yang datang kepada keluarga Muhammad SAW mengadukan 
perihal suami-suami mereka. Mereka adalah bukan orang yang baik diantara kamu”. 
(Shahih).
53
 
 
b) Hukum Positif  
 Mengenai dasar hukum Kekerasaan dalam rumah tangga juga diatur di dalam UU 
No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, ketentuan 
tentang larangan KDRT tercantum dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 UU No.23 Tahun 
2004. Ketentuan Pasal 5 UU No.23 Tahun 2004 menyebutkan, setiap orang dilarang 
melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya,dengan cara: 
a. kekerasan fisik; 
b. kekerasan psikis, 
c. kekerasan seksual,atau 
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d. penelantaran rumah tangga 
 Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang 
menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya 
rasa percaya diri, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa 
tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sedangkan kekerasan 
seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: 
a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam 
lingkup rumah tangga tersebut; 
b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah 
tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. 
 Dalam Pasal 8 UU No 23 Tahun 2004 ditentukan, sebagai berikut.  
“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: 
a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam 
lingkup rumah tangga tersebut; 
b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah 
tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”. 
 Dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No.23 Tahun 2004 ditentukan, sebagai berikut. 
(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal 
menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia 
wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.  
(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang 
yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau 
melarang untuk bekerja yang layak  di dalam atau di luar rumah, sehingga korban 
berada di bawah kendali orang tersebut”. 
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4. Tuduh Menuduh 
a. Pengertian 
 Menurut Hukum Islam tuduhan atau tuduh menuduh berasal dari kata al-qaddzfu. 
Qadzf secara harfiah berarti melempar sesuatu.
54
 Dalam istilah Syara’ qadhaf terbagi 
menjadi dua macam, yaitu
55
:  
1) Qadhaf yang diancam dengan hukuman had, pengertiannya adalah menuduh orang 
muhsan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan 
nasabnya. 
2) Qadzaf yang diancam dengan hukuman ta’zir, pengertiannya adalah menuduh dengan 
tuduhan selain berbuat zina atau selain menghilangkan nasabnya, baik orang yang 
dituduh itu muhsan maupun ghair muhsan. 
 Adapun qadzaf yang dimaksudkan oleh penulis ialah qadzaf yang diancam dengan 
hukuman ta’zir, yaitu tuduh menuduh santet yang tidak dapat dibuktikan kebenaran. 
 Bahkan di dalam hukum positif sendiri tuduh menuduh ini dinamakan pencemaran 
nama baik, dan perbuatan pencemaran nama baik ini dapat dikenai sanksi pidana.  
b. Dasar Hukum 
a) Hukum Islam 
 Mengenai dasar hukum Islam tentang qadzaf diatur di dalam surat An-Nur 11: 
                                    
                          
Artinya :“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari 
golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi 
kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat 
Balasan dari dosa yang dikerjakannya.dan siapa di antara mereka yang 
mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya 
azab yang besar.” 
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b) Hukum Positif 
 Mengenai perbuatan tuduh-menuduh (qadzaf) ini juga disebutkan sebagai tindak 
pidana di dalam KUHP yaitu yang dikenal sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, 
sebagaimana disebutkan di dalam pasal 220 KUHP, yang berbunyi: 
 ”Barang siapa yang memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu 
perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana 
penjara paling lama satu tahun empat bulan. 
5. Pertikaian Antar Warga 
a. Pengertian 
Pertikaian merupakan bentuk lanjut dari kontravensi. Hal ini disebabkan, di 
dalam pertikaian, perselisihan sudah bersifat terbuka. Pertikaian terjadi karena semakin 
tajamnya perbedaan antara kalangan tertentu dalam masyarakat. semakin tajam perbedaan 
mengakibatkan amarah dan rasa benci yang mendorong tindakan untuk melukai, 
menghancurkan atau menyerang pihak lain. Pertikaian jelas sekali mengarah pada 
disintagrasi antar individu ataupun kelompok.
56
 
 Pertikaian memiliki banyak persamaan kata (sinonim), antara lain : perkelahian, 
pertengkaran, konflik, dan lain sebagainya.
57
 
 Di dalam hukum Islam sendiri, pertikaian ini diqiyaskan dengan konflik sehingga 
disebut dengan As-shulhu, secara etimologi mengandung pengertian “memutus 
pertengkaran atau perselisihan”. Adapun pengertian As-shulhu secara terminologi adalah 
suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan. 
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 Warga negara mengandung arti sebagai peserta, anggota atau warga dari suatu 
Negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama atas 
dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama.(Dede Rosyada,2003).
58
 
b. Dasar Hukum 
a) Hukum Islam 
 Terdapat dalam Surat Ali Imran 103 : 
                                
                             
                  
Artinya:“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan   
janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika 
kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan 
hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara.” 
 
Nabi shallallahu alaihi wa sallam juga bersabda:
59
 
  ه     نع لله ا ي     ضر  دوع     سم ن     ب للها د     بع ن     ع :للها ىل     ص ي     بنلا نا لا     ق (  و     سف مل     سملا باب     س
رفك هلاتقو) 
 “Mencela seorang muslim adalah perbuatan fasik dan memeranginya termasuk 
perbuatan kufur.”(HR. Bukhari :48).60 
 
 
2.3 Pidana Adat menurut Undang-Undang (Qanun) 
1. Qanun Aceh No 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat  
 
a.  Pasal 15 Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 
 Dalam pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 ditentukan bahwa Syarat 
penyelesaian perselisihan/persengketaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat 
setempat. Walaupun ketentuan ini sangat singkat dan tegas, namun maknanya sangat dalam 
                                                             
 58Https://www.slideshare.net/mobile/ubaidillah11/pengertian-warga-negara, pada Senin,  25 
Februari 2019,  pukul 20:45 WIB. 
 
59
https://www.hisbah.net/peringatan-untuk-tidak-menyakiti-sesama-muslim/, pada  Rabu,  27 
Februari 2019, Pukul 7:24 WIB. 
 
60
Imam Az-Zabidi, Mukhtasar Shahih  Bukhari, (Jakarta Timur :Ummul Qura, 2017), hlm. 82. 
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dan luas. Ini merupakan salah satu khas lainnya (disamping bersifat communal) dari hukum 
adat yang bersifat fleksibel. Artinya, mengenai hukum materill dan hukum formil dalam 
proses penyelesaian perkara tersebut mengacu pada hukum adat setempat. Hal ini sesuai 
dengan pepatah adat “lain lubuk lain ikannya,lain ladang lain pula belalangnya.” 
  Berdasarkan hasil penelitian Airi Safrizal, terdapat tata cara penyelesaian sengketa/ 
perselisihan (perkara) dan pengambilan keputusan dalam sistem Hukum Adat Aceh, yaitu: 
 
a. Penerimaan perkara 
b. Pemberitahuan kepada Tuha Peut dan Imuem Meunasah oleh Kechik, 
c. Pemanggilan dan memeriksa para pihak 
d. Kesepakatan keputusan 
e. Penegak sanksi, berupa : sie kameeng, ija puteh, peusijuek, peng 
pengubatan,lake meu’ah, dan mumat jaroe.61 
b. Dalam Pasal 16 Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 
Dalam pasal 16 Aceh nomor 9 tahun 2008 secara jelas diatur mengenai jenis-jenis 
sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian  pidana menurut hukum adat, adalah :
62
 
a) Nasehat 
b) Teguran 
c) Pernyataan maaf  
d) Sayam (perdamaian) 
e) Diat 
f)   Denda 
g) Ganti kerugian 
h) Dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain 
                                                             
 61Taqwaddin Husin, Kanun  Jurnal Ilmu Hukum, Penyelesaian  Sengketa/ Perselisihan Secara Adat 
Gampong di Aceh (Customary Dispute Setlement In Aceh), No 67, Th.XVII (Desember,  2015),  hlm. 525. 
 
62
Ibid,  hlm. 525-526. 
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i)   Dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain 
j) Pencabutan gelar adat 
k) Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat. 
 Berkaitan dengan jenis sanksi di atas, Teuku Muttaqin Mansur menjelaskan 
pengertian dari sanksi-sanksi tersebut, di antaranya :
63
 
 
a. Pernyataan maaf 
 Pernyataan maaf adalah kata-kata permohonan maaf yang disampaikan oleh 
pelaku/pelanggar ataupun pihak yang tidak bersalah. Dalam praktiknya, pihak yang 
bersalah biasanya adalah orang yang lebih dahulu meminta maaf kepada pihak yang tidak 
bersalah. Kalau pihak yang tidak bersalah memafkan, maka sengketa/perselisihan mereka 
selesai. 
b. Sayam 
 Sayam adalah mendamaikan. Perdamaian yang dikategorikan sebagai sayam ialah 
perdamaian karena melakukan tindak pidana adat. 
c. Diat 
 Menurut Istilah Syara’,diat adalah harta yang wajib dibayar karena sesuatu pidana 
yang dilakukan terhadap nyawa atau anggota badan yang tidak mengakibatkan kehilangan 
nyawa, diat ialah denda karena membunuh atau melukai seseorang. 
d. Denda 
Pengenaan denda adat biasanya diberi kepada pelaku khalwat. Denda yang 
dikenakan ialah memotong seekor kambing. Selain denda kambing, adakalanya juga pelaku 
pelanggar khalwat akan dikenakan sanksi berlapis yaitu sanksi diasingkan atau bahkan 
dicabut kartu tanda penduduk sebagai anggota masyarakat. 
                                                             
 63Ibid,  hlm. 526-528. 
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e. Ganti rugi 
Sanksi ganti kerugian biasanya dikenakan kepada pelaku yang melakukan pencurian 
ringan, seperti : pencuri buah-buahan atau merusak tanaman orang lain. Dalam menentukan 
jumlah ganti rugi, selain mempertimbangkan keadaan pelaku dan para pihak, majelis 
peradilan adat juga akan meninjau lokasi dimana pelaku melakukan pencurian atau tempat 
dimana tanaman dirusak. 
 
f. Hukuman dikucilkan 
 Sanksi dikucilkan dikenakan kepada orang yang biasanya tidak menyertau kegiatan-
kegaiatan di gampong, seperti gotong-royong. 
g. Hukuman pengasingan/dicabut hak sebagai penduduk kampong 
 Hukuman diasingkan ialah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang dianggap 
telah mengotori kampung. Biasanya dikenakan kepada pelaku khalwat atau zina. Pelaku 
baik laki-laki maupun perempuan yang terbukti melakukan perbuatan tersebut akan 
diasingkan dari gampong asalnya. 
h. Pencabutan gelar adat 
Gelar adat adalah anugrah  yang diberikan khusus kepada individu atau pun institusi 
yang berada di Aceh, dimiliki oleh orang Aceh atau pun oleh individu yang berada di luar 
Aceh dan institusi yang dimiliki oleh bukan orang Aceh. Gelar diberi oleh Wali Nanggroe 
sebagai pemangku adat di Aceh.  
Dalam pasal 16 ayat (2), juga diatur bahwa “keluarga pelanggar ada ikut 
bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat ikut bertanggung jawab atas 
terlaksannya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya.”Adanya ketentuan 
ini menunjukkan bahwa karakteristik hukum adat yang bersifat komunal, bukan individu. 
Sehingga, pembebanan sanksi tidak hanya merupakan tanggung jawab pribadi orang 
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perseorang yang melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan sengketa atau perselisihan, 
tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama keluarganya. 
2. Qanun No 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat 
a. Pasal 2, ayat (1) Lembaga Adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat 
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan 
penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan.  
b. Pasal 2 ayat (2) Lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud pada    ayat (1) 
adalah : 
a. Majelis Adat Aceh 
b. Imuem Mukim atau nama lain 
c. Imuem Chik atau nama lain 
d. Kechik  atau nama lain 
e. Tuha Peut atau nama lain 
f. Tuha Lapan atau nama  lain 
g. Imuem meunasah atau nama lain 
h. Keujruen blang atau nama lain 
i. Panglima laot atau nama lain 
j. Pawang glee atau nama lain 
k. Petua seunebok atau nama lain 
l. Haria peukan atau nama lain  
m. Syahbanda atau nama lain. 
 Dilihat dari praktek-praktek penyelesaian pidana secara adat yang dilakukan oleh 
masyarakat Aceh, ada 2 model atau pola pelaksanaan peradilan adat. Pertama, model atau 
praktek penyelesaian sengketa yang paling sederhana dan praktik ini diakui sebagai tradisi 
turun-temurun masih dipergunakan oleh masyarakat. Keterlibatan para pihak biasanya 
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terbatas, yaitu para pihak yang bersengketa serta Geuchik sendiri atau dalam hal dibutuhkan 
geuchik-misalnya untuk menggali referensi-referensi serta pertimbangan hukum yang 
diambil, maka geuchik akan melibatkan Teungku Imuem (pemuka agama) dan 
diselenggarakan dalam durasi waktu yang relatif singkat. Kedua, pelaksanaan peradilan 
adat yang “menyerupai” persidangan formil. Pelaksanaannya dinilai lebih sistematis dan 
merujuk pada Pedoman Peradilan Adat yang diterbitkan oleh Majelis Adat Aceh. Selain 
para pihak yang bersengketa, dalam pelaksanaan peradilannya memiliki struktur tertentu 
yaitu adanya Geuchik sebagai ketua majelis peradilan, dan Tuha Peut Gampong, Imuem 
Meunasah dan Ulama, cendekiawan, serta tokoh adat lainnya sebagai anggota.
64
 
 Di dalam masyarakat tradisional (adat), konflik yang timbul biasanya diselesaikan 
dengan cara-cara perdamaian. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya permusuhan, 
pertikaian, perpecahan (disintegrasi), dan sebagainya. Dalam menyelesaikan suatu konflik 
masing-masing individu/kelompok memiliki caranya masing-masing. Menurut Nader dan 
Todd, ada beberapa cara/tahapan yang bisa dilakukan seseorang dalam menyelesaikan 
konflik/sengketa yang dihadapinya, yaitu:
65
 
1. Membiarkan saja (Lumping it) 
Dalam tahapan ini, pihak yang merasa diperlakukan tidak adil/dirugikan gagal 
dalam upaya menekan tuntutannya. Ia mengambil keputusan untuk mengabaikan 
saja masalah/isu yang menimbulkan tuntutannya dan ia meneruskan hubungan-
hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya. 
2.  Mengelak (avoidance) 
Pada tahapan ini, pihak yang merasa dirugikan memilih untuk mengurangi 
hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali 
menghentikan hubungan tersebut. 
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Ibid, hlm. 171-172. 
 65Hendra Nurtjahjo, Fokky Fuad, Legal  Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Dalam 
berperkara di Mahkamah Konstitusi), (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 45-46. 
   
41 
3. Paksaan (coersion) 
Paksaan (coersion) di mana salah satu pihak memaksakan pemecahan kepada pihak 
lain. Ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan ini atau ancaman 
untuk menggunakannya kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan 
penyelesaian secara damai. 
 
4. Perundingan (negotiation) 
 Pada tahapan perundingan, dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil 
keputusan. Pemecahan dari permasalahan yang mereka hadapi dilakukan oleh mereka 
berdua, mereka sepakat, tanpa adanya pihak ketigaa yang mencampuri.  
5. Mediasi (mediation) 
 Dalam cara ini, ada pihak ketiga yang membantu kedua pihak yang berselisih 
pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua 
belah pihak yang bersengketa atau ditunjukkan oleh yang berwenang untuk itu. 
6. Arbitrase 
 Kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara pihak ketiga, 
arbitrator, dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari 
arbitrator itu. 
7. Peradilan (adjudication) 
 Di sini, pihak ketiga mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, 
lepas dari keinginan para pihak bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat dan 
menegakkan keputusan itu artinya bahwa keputusan berupaya dilaksanakan. 
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BAB TIGA 
PERTIMBANGAN APARAT GAMPONG DALAM PELIMPAHAN        
 PERKARA KE JALUR PERADILAN 
 
3.1. Sekilas  Gambaran Gampong Lamgugob   
1. Sejarah Gampong Lamgugob 
 Dari cerita historis tokoh-tokoh gampong, Gampong Lamgugob sudah ada sejak 
zaman Pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Lamgugob pada masa itu merupakan gampong 
yang sudah maju dengan jumlah penduduk yang banyak dan termasuk dalam wilayah 
Mukim Kayee Adang. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya batu nisan yang berukir dari 
makam-makam yang sudah sangat lama. 
 Konon Penamaan Gampong Lamgugob terkait dengan suatu peristiwa yang terjadi 
pada suatu masa. Dimana masyarakat gampong yang hidup dalam suasana tentram dan 
damai pada saat datang sekelompok tentara Belanda dan dikejutkan dengan munculnya 
seekor babi liar (bui). Orang-orang memperkirakan babi liar itu berasal dari sebuah 
gampong yang  jauh   Le Bui (artinya banyak babi) yang sekarang menjadi Labui yang 
masuk dalam wilayah Aceh Besar. Masuknya babi tersebut membuat hampir semua 
penduduk gampong menjadi panik (bahasa acehnya “gugob”), inilah yang kemudian 
menjadi nama gampong Lamgugob. Kata Lam diawal bermakna gampong atau desa. 
 Gampong Lamgugob dulunya merupakan wilayah pertanian, perkebunan, perikanan 
dan juga perdagangan. Masyarakat pada masa itu bermata-pencaharian sebagai petani 
sawah, petani tambak, petani kebun, dan sebagiannya adalah pedagang. Dahulunya di 
Lamgugob juga terdapat tenun tradisional yang sangat terkenal di kalangan kerajaan Aceh, 
yaitu kain tenun Lamgugob.  
Pada masa itu tenun Lamgugob (Ija Lamgugob) merupakan pakaian khusus bagi 
laki-laki yang diikatkan di pinggang di luar celana panjang gunanya adalah untuk 
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kesopanan yaitu menutup selangkang celana yg digunakan. Namun sayang tenun 
Lamgugob kini tinggal kenangan. 
 Dahulunya gampong Lamgugob terdiri dari empat Dusun. Yaitu Dusun Kayee 
Adang, Dusun Peurada, Dusun Tunggai, dan dusun Lamnyong. Seiring perjalanan waktu, 
Dusun Peurada kini sudah menjadi Gampong definitif yang berdiri sendiri, sehingga di 
Lamgugob kini hanya tinggal tiga dusun saja.   
 Sesuai dengan jumlah penduduk, maka sejak tahun 2016 Lamgugob mempunyai 
lima Ulee Jurong, yaitu : Ulee Jurong Kayee Adang Timu, Ulee Jurong Kayee Adang Barat, 
Ulee Jurong Tunggai Timu, Ulee Jurung Tunggai Barat, dan Ulee Jurong Lamnyong. 
2. Struktur Organisasi  Pemerintahan Gampong Lamgugob  
 
a. Visi 
 Visi adalah suatu cita-cita, angan-angan, keadaan tentang masa depan dalam kurun 
waktu yang diinginkan oleh masyarakat yang pewujudannya dapat terukur secara jelas baik 
secara kualitatif maupun kuantitatif berdasarkan permasalahan, potensi, kebutuhan 
masyarakat berdasarkan sekala prioritas. 
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 Penyusunan Visi Gampong Lamgugob, adalah konsukuensi politik seorang Keuchik 
selaku Kepala Pemerintahan kepada masyarakat Gampong Lamgugob dalam bingkai 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembangunan Kota Banda Aceh. Dalam 
mewujudkan visi tersebut maka sesuai dengan amanat Undang undang Nomor 32 Tahun 
2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 maka penyusunannya dilakukan 
secara partisipatif melalui peran lembaga di Gampong sepert Tuha Peut 
Gampong,Keuchik,Aparatur Gampong, BKM, PKK, Pemuda, dan Tokoh-tokoh 
Masyarakat. Berdasarkan Kondisi Geografis, Demografis dan Sosio Kultural Gampong 
Lamgugob menjadi Pertimbangan untuk mewujudkan Gampong Lamgugob dalam Visi : 
 “Terwujudnya Gampong Lamgugob yang “SASWITA” 
(SEJAHTERA, AMAN, TERTIB, WIBAWA, INISIATIF, TEGUH, ASRI.)  
SEJAHTERA 
 Suatu kondisi dimana masyarakat Gampong Lamgugob mampu mandiri, serta 
meningkatkan taraf hidup yang seimbang dan Kompetitif di segala aspek Pembangunan. 
AMAN   
           Dimana keadaan dan kondisi Gampong Lamgugob yang mampu menangkal segala 
ancaman keamanan baik internal, maupun eksternal dengan meningkatkan Persatuan dan 
Kesatuan masyarakat Gampong. 
TERTIB 
 Kondisi masyarakat Gampong Lamgugob yang selalu menghormati segala norma 
dan aturan Perundangan yang berlaku, dengan selalu mengutamakan kepentingan umum 
dan orang banyak, serta masyarakat yang selalu mampu menghindar dari berbagai 
ancaman yang mengganggu ketertiban Gampong.  
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WIBAWA  
 Pencerminan dan Implementasi dari sebuah Pemerinthan yang bersih, pelayanan 
terpadu dari Pemerintahan Gampong yang menjadi tauladan bagi masyarakat sehingga 
seluruh masyarakatpun selalu menjaga kewibawaan Gampongnya melalui sadar Hukum 
dan menghormati norma-norma yang berlaku. 
INISIATIF  
 Situasi kondisi Gampong Lamgugob yang selalu mampu melihat dan memanfaatkan 
setiap celah dan kesempatan yang ada untuk bersama dalam meningkatkan kwalitas hidup, 
yang mencakup kesejahteraan anggota keluarganya. 
TEGUH 
 Keadaan masyarakat Gampong Lamgugob yang selalu mempertahanakan Agama, 
Budaya, Adat-istiadat, yang berlandaskan kasih sayang dan saling menghormati, serta 
tolong-menolong. 
ASRI  
 Keadaan  masyarakat  Gampong   Lamgugob yang selalu memperhatikan 
lingkungannya, dengan penataan lingkungan serta menjaga  kerbersihan Gampong. 
b. Misi 
 Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, tentunya harus ditetapkan pokok-pokok 
program atau penjabaran dari sebuah visi dimaksud. Penjabaran visi dalam pokok-pokok 
program atau disebut dengan MISI agar lebih mudah dilaksanakan, dioperasionalkan, 
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diemplementasikan sehingga bisa terukur nantinya. Adapun Program Pokok yang 
digariskan nantinya adalah : 
a) Menumbuhkan kesadaran masyarakat Gampong dalam pelaksanaan Syari’at Islam 
secara Kaffah melalui berbagai program pendukung. 
b) Menciptakan pelayanan masyarakat yang baik profesional, optimal, dengan 
mengedepankan aparatur Pemerintah Gampong yang Bersih, berwibawa, disiplin, 
kreatif. 
c) Meningkatkan derajat hidup masyarakat ke arah yang lebih baik melalui program 
kesehatan ibu dan anak dan kesehatan lingkungan. 
d) Menumbuhkan dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat dengan 
mengoptimalkan potensi yang dimiliki baik sektor pertanian, dan peternakan dan 
industri bersekala rumah tangga dengan diimbangi pelestarian lingkungan. 
e) Pembangunan SDM, bidang pendidikan terutama pengentasan wajib belajar 9 tahun, 
f) Membangun sarana dan prasarana gampong untuk mempermudah akses  masyarakat 
dalam beraktifitas dengan tetap mengedepankan pelestarian lingkungan. 
g) Mengoptimalkan peran lembaga di Tingkat Gampong dalam menjalin kemitraan 
dengan pemerintah Gampong dengan berpedoman kepada peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 
3.2.  Bentuk  Pidana di Gampong Lamgugob 
 Gampong Lamgugob, Kecamatan Syi’ah Kuala, Banda Aceh, telah menyelesaikan 
beberapa perkara pidana yang telah terjadi di gampong tersebut, yang diselesaikan dengan 
Reusam/ Qanun  gampong tersebut, adapun  pidana  adat tersebut,sebagai berikut :
66
 
 
                                                             
 66Hasil Wawancara dengan Pak Kechik (Syauqi) Gampong Lamgugob, pada tanggal 13 September 
2018. 
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1. Khalwat (Mesum) 
 Mengenai tindak pidana khalwat  penulis menemukan 3 kasus khalwat yang terjadi 
di gampong tersebut. 
 Adapun  yang melakukan perbuatan khalwat tersebut bukanlah penduduk asli 
gampong tersebut melainkan mahasiswa/mahasiswi yang mengontrak di gampong tersebut. 
 Berikut uraian singkat mengenai tindak pidana khalwat tersebut : 
a. Dari data dokumentasi yang ditulis oleh Geuchik gampong Lamgugob, pada 3 
Oktober 2018, bahwa telah terjadi kasus Khalwat pada tahun 2016, kasus khalwat 
ini dilakukan oleh salah seorang Pegawai Bapeda (honorer), yang terjadi di dalam 
rumah, pada saat penggerebekan pintu rumah tersebut dalam keadaan tertutup.
67
 
b. Dari data dokumentasi yang ditulis oleh Geuchik gampong Lamgugob, pada 3 
Oktober 2018, bahwa telah terjadi kasus khalwat pada tahun 2017, khalwat yang 
kedua kali ini, khalwat yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, 
yang berada di dalam kontrakan wanita disaat malam larut  merupakan diantaranya 
itu anak tentara yang merupakan bukan warga asli gampong tersebut.
68
 
c. Dari data dokumentasi berupa surat pernyataan yang ditulis pada 25 Maret 2018 
oleh Kepala dusun Tunggai Timur, didalam surat tersebut disebutkan bahwa kasus 
khalwat tersebut sudah diselesaikan dengan sanksi adat gampong, kemudian proses 
selanjutnya diserahkan kepada pihak Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh.
69
Kasus 
khalwat yang terjadi pada tahun 2018, ini merupakan khalwat terheboh di gampong 
Lamgugob, khalwat yang terjadi antara Oknum PNS (Pria yang sudah memiliki 
istri), dan seorang wanita calon dokter yang merupakan anak pemilik hotel ternama, 
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Data dokumentasi 3 oktober 2018 dan hasil Wawancara dengan Pak Kechik (Syauqi) Gampong 
Lamgugob, pada tanggal 25 Maret 2019 
 68Data dokumentasi 3 oktober 2018 dan hasil Wawancara dengan Pak Kechik (Syauqi) Gampong 
Lamgugob, pada tanggal 25 Maret 2019 
 69Data dokumentasi Kepala Dusun Tunggai Timur (pak Zul Syukri Ali Ismail), pada 25 Maret 2018. 
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pasangan tersebut merupakan pasangan yang sudah diintai oleh pihak Wilayatul 
Hisbah (WH) Aceh,  seminggu sebelum pihak WH ke TKP, Komandan WH 
mengkonfirmasikan kepada Kepala Dusun Tunggai Timur dan mengatakan bahwa 
ada daerah yang menjadi target dan meminta izin untuk masuk gampong 
Lamgugob,
70
 kemudian digerebek oleh Warga, pada saat penggerebekkan dilakukan 
pintu rumah dalam keadaan tertutup, dan penggerebekan itu dilakukan lantaran 
sudah larut malam, atau dengan kata lain sudah lewat jam malam.
71
 
           Menurut Narasumber, gampong Lamgugob tersebut mempunyai Intel gampong, 
adapun intel tersebut ialah :
72
 
a. Tukang-tukang yang bekerja di gampong Lamgugob 
b. Remaja awal yang berumur (12-15 tahun) 
c. Muhtasib Gampong 
2. Maisir (Judi) 
  Dari hasil wawancara penulis dengan geuchik gampong Lamgugob, geuchik 
mengatakan bahwa, kasus judi (maisir) juga pernah terjadi di gampong Lamgugob, 
perjudian ini di kalangan pemuda-pemuda yang terdiri dari 5 orang pemain, judi ini 
dimainkan  pada tempat kegiatan malam, contohnya : saat pesta perkawinan. Judi di 
gampong tersebut bukan judi besar-besaran akan tetapi judi tersebut dengan taruhan uang.
73
 
3. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 
Dari data dokumentasi yang ditulis oleh Kepala dusun Kayee Adang Timur, pada 2 
februari 2018, dalam dokumentasi tersebut disebutkan bahwa telah terjadi cekcok mulut 
antara suami dan isteri, percekcokan tersebut menyebabkan terjadi pemukulan yang 
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Hasil wawancara dengan  Kepala Dusun Tunggai Timur gampong Lamgugob, ( Pak Zul Syukri Ali 
Ismail), pada tanggal 25 Maret 2019. 
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Hasil wawancara dengan Kechik Lamgugob, (Syauqi), pada tanggal 13 September 2018 
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Hasil wawancara dengan Kechik Lamgugob, (Syauqi), pada tanggal 25 Maret 2019 
 73Hasil  wawancara dengan Kechik Lamgugob, (Syauqi), pada tanggal 18 Maret  2019 
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dilakukan oleh suami kepada isteri, sehingga adanya pembengkakan pada pipi dan kepala si 
isteri.
74
 
 Mengenai kekerasan dalam rumah tangga ini juga dijelaskan oleh geuchik gampong 
Lamgugob, geuchik mengatakan awalnya pasangan ini tidak memiliki rumah, namun pihak 
gampong memberi rumah untuk mereka tempati, akan tetapi sangat disayangkan rumah 
tangga mereka tidaklah harmonis, rumah tangga mereka sering terjadi kerusuhan, menurut 
pak keuchik kerusahan ini terjadi beberapa fakor, antara lain sebagai berikut: 
a. Suami jauh dari Allah, dalam artian tidak melaksanakan shalat 
b. Lemahnya ekonomi 
c. Terpengaruh lingkungan yang tidak baik 
d. Sahut menyahut antara suami dan  isteri. 
 Ketika  suami istri ini sedang ribut,dileraikan oleh ibu geuchik dan kemudian 
dibawa kediaman ibu geuchik, kemudian si wanita ini pulang ke kampung, sekitar dua 
bulan  kemudian suami ini mendatangi rumah pak gechik, meminta agar si isteri ini pulang 
kembali kerumahnya, si suami membuat perjanjian kemudian suami ini sendiri menjemput 
istrinya ke kampung istrinya, sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang 
harmonis.
75
 
4. Pertikaian Antar Warga 
Dari data dokumentasi yang ditulis oleh pak Ansari pada tanggal 20 januari 2018, di 
dalam dokumentasi tersebut dijelaskan pertikaian antara warga dan pemukulan tersebut 
terjadi disebabkan oleh tutur kata atau bicara yang tidak tepat sasaran, salah seorang pihak 
merasa tersinggung sehingga terjadinya pemukulan.
76
 
 Mengenai pertikaian antar warga juga dijelaskan oleh gechik gampong Lamgugob, 
beliau mengatakan, pertikaian Antar Warga ini terjadi dikarenakan faktor tutur kata yang 
                                                             
 74Data dokumentasi Kepala Dusun Kayee Adang Timur (pak Ansari), pada tanggal 2 februari  2018. 
 75Hasil wawancara dengan Kechik Lamgugob, (Syauqi), pada tanggal 18 Maret 2019. 
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Data dokumentasi Kepala Dusun Kayee Adang Timur (pak Ansari), pada tanggal 20 Januari 2018. 
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menimbulkan kesalahpahaman, kurangnya ekonomi, prasangka buruk kepada orang lain, 
sehingga bahasa orang lain salah ditafsirkan, si A minum kopi sambil ngobrol-ngobrol, 
begitu selesai si  A bertanya kepada B (pemilik warung kopi), berapa? 12, jawab si B 
makna 12 disini Rp.12.000, akan tetapi si B menjawab  bayar 11 saja, entah tujuan yang 
punya warung kopi tujuannya ke hal yang negatif, entahlah si A yang mudah tersinggung 
sehingga berfikiran negatif kepada si B, si B berfikir mungkin si A sulit untuk mencari uang 
2000, akan  tetapi si A mengartikan 11 itu, si B ini memaki-makinya dengan kata yang 
kasar (anjing), Si A menganggap kode 11 itu sebagai kode si B yang menyebutnya sebagai 
anjing, si A berfikir dari Rp.12.000 kenapa tidak disuruh bayar Rp.10.000, kemudian si A 
tersinggung dan melempar kursi, dan si B terkena lemparan  kursi dan berdarah.
77
 
5. Tuduh Menuduh 
 Dari data dokumentasi yang ditulis oleh gechik pada 3 oktober 2018, bahwa tuduh-
menuduh disini merupakan tuduh menuduh santet, hal ini terjadi lantaran anak si A 
kerasukan, si A menyebutkan ciri-ciri fisik yang mirip dengan si B, sehingga keluarga si A 
beranggapan bahwa si B telah menyantet anaknya si A.
78
  
3.3. Prosedur Penyelesaian  Pidana  Adat di Gampong Lamgugob 
 Perlu diketahui, bahwa gampong Lamgugob ini sudah memberlakukan Qanun 
(Reusam) sejak lama dan secara turun-menurun secara tidak tertulis, akan tetapi Qanun 
(Reusam) ini ditulis pada tanggal 1 Februari 2018 yang lalu.
79
Adapun penyelesaian 
terhadap pidana adat yang terjadi di Lamgugob itu terdapat didalam Reusam (Qanun) 
Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Nomor 01 Tahun 2018.  
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Hasil wawancara dengan Kechik Lamgugob, (Syauqi), pada tanggal 18 Maret 2019. 
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Data dokumentasi gechik pada 3 oktober 2018, dan hasil wawancara dengan Pak Kechik (Syauqi) 
Lamgugob, pada tanggal 13 September 2018. 
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Hasil Wawancara dengan Pak Kechik (Syauqi) Lamgugob, pada tanggal 13 September 13 
September 2018 
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 BAB VI (Kemasyarakatan) Pasal 6
80
 
         (1). Masyarakat Lamgugob dilarang : 
a. Mencuri 
b. Berjudi 
c. Khalwat/dan atau berzina 
d. Mabuk dan/atau membawa/memakai narkotika 
e. Berkelahi atau tawuran 
f. Merusak Aset Gampong atau milik orang lain 
g. Menganggu ketertiban umum 
h. Memfitnah atau membuat pengaduan palsu yang dapat merugikan orang lain baik 
secara moril maupun materiil 
i. Melakukan Transaksi Jual Beli pada saat azan berkumandang 
j. Menyalakan Tv/ Tape Recorder pada saat magrib sampai selesai Shalat Isya 
 Adapun perkara pidana adat yang terjadi di Gampong Lamgugob di antaranya : 
1. Khalwat 
 Prosedur penyelesaian khalwat yaitu  
a. Ditangkap, 
b. Dibawa ke Meunasah 
c. Diperiksa Identitas 
d. Aparat gampong menjelaskan mengenai peraturan (Reusam) yang terdapat di 
gampong Lamgugob,sebagaimana terdapat di dalam Reusam No 1 tahun 2018, 
gampong Lamgugob,untuk pelanggaran khalwat point (c) ayat 1 yang terdapat 
di dalam pasal 6,Reusam gampong Lamgugob No 1 tahun 2018,dikenai sanksi 
berupa denda adat masing-masing sebesar Rp.2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) 
                                                             
 80Reusam Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, nomor 01 tahun 2018, 
hlm.6. 
   
52 
atau kerja bakti dalam Gampong Lamgugob selama 2 (Dua) Minggu dan 
pelanggar akan diserahkan pada yang berwajib.
81
 Pelaku khalwat boleh 
memilih antara denda adat berupa uang atau kerja bakti selama 2 (Dua) 
minggu.
82
 
2. Maisir (Judi) 
 Adapun prosedur penyelesaian  
a. Diserahkan kepada Babinsa 
b. Membuat perjanjian dengan Gampong 
c. Dikenai Sanksi berupa denda adat sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu 
Rupiah) atau kerja bakti dalam Gampong Lamgugob selama 1 (satu) minggu. 
3. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 
Mengenai Prosedur penyelesaian kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak 
disebutkan di dalam Reusam Gampong No 1 tahun 2018, akan tetapi aparatur gampong 
Lamgugob sendiri pernah mengadili kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 
tersebut, hal tersebut lantaran adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan,sehingga aparat 
gampong Lamgugob mencari solusi untuk menyelesaikan perkara tersebut. 
Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga itu diselesaikan dengan cara :  
a. Mediasi  
b. Membuat perjanjian 
4. Pertikaian Antar Warga 
 Adapun prosedur penyelesaian kasus pertikaian Antar  Warga yang terjadi di 
Gampong Lamgugob, yaitu : 
 
                                                             
 81Reusam Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, nomor 01 tahun 2018, 
hlm.7. 
 82Reusam Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, nomor 01 tahun 2018, 
hlm.7. 
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a. Di Mediasi oleh Aparat Gampong 
b. Membayar denda adat sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan 
wajibkan berdamai di depan perangkat gampong.
83
 
c. Berdamai 
5. Tuduh-Menuduh 
Adapun prosedur penyelesaian kasus tuduh-menuduh ini ialah: 
a. Di musyawarahkan 
b. Mediasi 
c. Dikenakan sanksi berupa perdamaian dan minta maaf secara terbuka di depan 
Perangkat Gampong serta membayar denda adat sebesar Rp.200.000 (Dua 
Ratus Ribu Rupiah). 
2.3. Analisis Pertimbangan Aparatur Gampong dalam Pelimpahan   
 Perkara ke Jalur Peradilan 
 
 Di sini penulis menfokus pada satu  kasus, yang sudah diselesaikan dengan Adat 
Gampong kemudian dilimpahkan lagi ke jalur peradilan. Adapun kasus yang ditemukan 
oleh penulis yaitu : Mesum (Khalwat). 
 Kasus khalwat ini, kasus yang terjadi pada tahun 2018, kasus ini sudah diselesaikan 
dengan sanksi adat gampong lamgugob, ini merupakan kasus yang terjadi antara Oknum 
PNS Gubernur dengan Calon dokter kemudian dilimpahkan lagi ke pada pihak Wilayatul 
Hisbah Aceh (WH) 
1. Pertimbangan Aparatur Gampong dalam pelimpahan perkara pidana adat ke 
jalur peradilan  
 
 Adapun pertimbangan Aparatur Gampong dalam pelimpahan 1 (satu) perkara 
pidana Adat tersebut ialah : 
                                                             
 83Reusam Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, nomor 01 tahun 2018, 
(point e)  hlm. 7. 
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a. Sanksi Adat Gampong sebagai peraturan (Reusam) gampong. 
 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang aparat gampong 
Lamgugob yaitu  pak Syauqi (Kechik) Gampong Lamgugob, sanksi adat di gampong  
merupakan suatu aturan atau kesepakatan masyarakat yang telah dimuat dalam reusam 
(peraturan) gampong, reusam (peraturan) gampong Lamgugob  hanya berlaku bagi 
masyarakat yang melakukan pelanggaran di kawasan gampong lamgugob, ketika seseorang 
sudah melanggar  atau mencemari nama gampong, maka ia akan dikenakan sanksi adat di 
gampong lamgugob, dalam hal ini pihak gampong  bukan mencari siapa yang salah, 
melainkan jenis  pelanggaran apa  yang dilakukan sehingga nama gampong itu tercemar.
84
  
 
 Analisis penulis,  reusam adalah kebiasaan, adat yang sudah menjadi peraturan, 
ketika masyarakat memasuki kawasan gampong Lamgugob, maka dia harus mengikuti 
semua peraturan-peraturan yang telah ditetapkan didalam gampong Lamgugob tersebut, 
sebagaimana yang telah diatur di dalam reusam gampong Lamgugob no 1 tahun 2018, 
reusam (peraturan) ini sudah diberlakukan secara turun temurun sejak nenek moyang 
hingga sekarang, adapun tujuan dari reusam (peraturan) untuk menjaga keamanan, 
ketertiban dan kesejahteraan gampong, seseorang dapat dikenakan sanksi adat apabila 
melanggar peraturan yang sudah ditetapkan dalam reusam gampong, setiap gampong itu 
memiliki  reusam (peraturan)  sendiri, setiap orang yang melakukan perbuatan tindak 
pidana atau pelanggaran pasti akan dikenakan sanksi adat, baik berupa : nasehat, denda, 
teguran, diat dan lain sebagainya sesuai reusam (peraturan) gampong itu sendiri.  Sanksi 
adat diberikan untuk memberi efektifitas pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukannya, 
contohnya : khalwat dalam reusam gampong lamgugob, bagi pelaku jarimah khalwat akan 
dikenakan denda sebesar Rp. 2.000.000. (Dua Juta Rupiah) atau kerja bakti selama dua 
minggu. 
b. Kurang puasnya masyarakat terhadap sanksi gampong 
 Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang Staff  Tuha Peut, yaitu bapak 
Amanullah bahwa pertimbangan terhadap pelimpahan perkara pidana juga disebabkan 
kurang puasnya masyarakat pada sanksi gampong, jika sanksi khalwat hanya diselesaikan 
dengan sanksi adat, maka bagi keluarga yang kelas sosial tinggi, dia beranggapan untuk 
                                                             
 84Hasil wawancara dengan Pak  Syauqi, ( keuchik)  Gampong  Lamgugob, pada tanggal 18 Maret 
2019. 
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mengikuti sanksi adat dia hanya perlu mempersiapkan uang saja, karena dengan 
mengeluarkan uang ia dapat dibebaskan dari  sanksi syari’at.85 
 
 Analisis penulis, sanksi dan perbuatannya tidak sesuai, sehingga tidak tertutup 
kemungkinan tindak pidana tersebut terjadi kembali, baik dilakukan oleh orang yang sama  
(recidivis) maupun orang yang berbeda, sebagai contoh : tindak pidana khalwat, menurut 
reusam gampong Lamgugob, Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Peraturan-Peraturan 
Gampong, pasal (6) menyatakan bahwa sanksi tindak pidana khalwat ialah berupa denda 
adat Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) atau kerja bakti dalam Gampong Lamgugob selama 2 
(Dua) Minggu, sanksi adat hanya sebagai pemberi sanksi karena disebabkan melakukan 
perbuatan yang melanggar aturan diwilayah tersebut, bahkan sanksi adat tidak memberikan 
efek jera di dalam masyarakat.  
c. Wewenang dalam mengadili 
 Menurut Narasumber, yaitu Pak Amanullah (Staff Tuha Peut), dalam penerapan 
peraturan yang telah ditetapkan di gampong Lamgugob, apabila terdapat penduduk 
gampong lamgugob yang melakukan tindak pidana khalwat, maka wewenang atau tugas 
aparat gampong adalah mengadili dengan Reusam (peraturan) gampong , yakni hanya 
sebatas memberlakukan sanksi- sanksi yang sudah ditetapkan di dalam reusam,
86
 seperti 
sanksi bayar denda sebanyak Rp.2.000.00  (Dua Juta Rupiah) atau kerja bakti selama 2 
minggu bagi pelaku khawat. 
 Analisis penulis,  aparat gampong tersebut tidak mempunyai wewenang  mengadili 
dengan syari’at Islam seperti : melaksanakan hukuman cambuk bagi pelaku khalwat yang 
terjadi di gampong sehingga dalam penerapan Syari’at Islam di Aceh, pelaksanaan cambuk 
tersebut diadili oleh Wilayatul Hisbah (WH), Mahkamah Syar’iyyah. Bahkan di dalam 
Qanun No 6  Tahun 2014, pasal (24) menyebutkan bahwa,  jarimah khalwat menjadi 
kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang 
Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan lain mengenai adat istiadat, 
dalam Qanun No 9 Tahun 2008 pasal (16) juga disebutkan bahwa penyelesaian pidana 
                                                             
 85 Hasil wawancara dengan Pak Amanullah, (Staff Tuha Peut) Gampong  Lamgugob, pada tanggal  
21 Maret 2019 
 86Hasil wawancara dengan Pak Amanullah (Staff Tuha Peut) Gampong Lamgugob, pada tanggal 21 
Maret 2019 
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menurut hukum adat itu diselesaikan dengan cara : Nasehat, teguran, pernyataan maaf, 
sayam (perdamaian), diat, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat atau nama 
lain, dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain, pencabutan gelar adat, dan 
bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat. 
 
d. Adanya Pemisahan antara Sanksi Adat dengan Hukum Syari’at Islam 
 “Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Amanullah (Staff Tuha Peut), 
pelimpahan ini terjadi lantaran beliau sendiri mempunyai perspektif bahwa adanya 
pemisahan antara hukum adat dengan hukum syari’at, sehingga aparat gampong ingin 
memunculkan dua hal, yakni hukum adat dan hukum syari’at”. 87 
 Analisis penulis,  jika dilihat dari segi pengertian hukum adat dan hukum syari’at itu 
sangat berbeda sekali, dapat dipahami dengan singkat hukum adat merupakan hukum yang 
dibuat oleh manusia, yang berdasarkan aturan yang hidup di dalam masyarakat (living law), 
yang diikuti secara turun-temurun dan sudah menjadi kebiasaan didalam masyarakat itu 
sendiri. Sedangkan hukum syari’at merupakan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, 
baik didalam Al-qur’an maupun hadits. 
 Dalam wawancara ini pak Amanullah juga mengatakan sanksi adat bukan putusan 
hakim, sanksi adat  di gampong merupakan  peraturan  (reusam) yang telah ditetapkan oleh 
gampong, dengan hadirnya sanksi adat di gampong,  bukan berarti ia terhapus sanksi yang 
telah diatur di dalam  syariat Islam (Qanun Jinayah), dalam hal ini  aparatur gampong 
lamgugob sangat menginginkan apabila seseorang sudah terbukti melakukan perbuatan 
khalwat tetap harus  dicambuk, dengan melimpahkan perkara ke jalur peradilan 
tersebut,Aparatur gampong mengharapkan ada  proses pemberian sanksi sesuai Qanun 
Syari’at Islam. Secara adat gampong kedua belah pihak telah menyelesaikan denda 
gampong.
88
 
 
 Analisis penulis, sanksi adat gampong bukanlah putusan hakim, meskipun sanksi 
adat itu ditetapkan berdasarkan keputusan bersama yang merupakan ketentuan yang 
ditetapkan oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan, sanksi adat itu hanya 
denda gampong yang dipandang tidak memberikan efek jera kepada masyarakat, dengan 
                                                             
 87 Hasil wawancara dengan Pak Amanullah (Staff Tuha Peut) Gampong Lamgugob, pada tanggal 21 
Maret 2019. 
 88 Hasil wawancara dengan Pak Amanullah (Staff Tuha Peut) Gampong Lamgugob, pada tanggal 21 
Maret 2019. 
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kata lain sangat sulit mengurangi angka tindak pidana, sehingga aparat gampong 
mengharapkan ketika unsur-unsur khalwat dan perbuatan tersebut terpenuhi maka pelaku 
khalwat tersebut harus dikenakan cambuk, dengan kata lain disamping telah dilakukannya 
sanksi adat juga  harus diterapkan dengan sanksi syari’at.  
 
e. Tidak Ingin Menghadirkan keluarga  
  Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pak Ansari (Kepala Dusun Kayee 
Adang Timur),  ketika kasus khalwat tersebut diadili oleh pihak gampong Lamgugob, maka 
aparat tersebut meminta kepada kedua pelaku khalwat untuk menghadirkan keluarga 
pelaku. Namun ketika permintaan aparat gampong tersebut ditolak oleh pelaku, maka aparat 
gampong langsung memproses kasus tersebut ke jalur peradilan, baik itu Wilayatul Hisbah 
(WH) maupun Mahkamah Syar’iyyah (MS), dalam hal ini aparat gampong Lamgugob 
beranggapan bahwa pelaku tersebut tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh 
aparat gampong Lamgugob.
89
 
 
Analisis penulis, hal yang melatarbelakangi pelaku yang tidak ingin menghadirkan 
keluarga, disebabkan oleh : menjaga image atau nama baik orangtua, lantaran berasal dari 
keluarga kelas sosial tinggi, perbuatan tersebut juga dapat menyebabkan seluruh anggota 
mendapat cap atau stempel sebagai keluarga yang tidak baik oleh masyarakat sekitarnya, 
misalnya oleh tetangganya, selain pemberian stempel atau cap sebagai keluarga yang tidak 
baik, dampak lainnya pelaku juga bisa diusir dari tempat tinggal, lantaran  timbulnya 
kekhawatiran  masyarakat terhadap perbuatan tersebut akan mempengaruhi anak-anak 
mereka, sehingga anak-anak mereka akan terjerumus, tidak hanya keluarganya saja pelaku 
juga bisa dipecat dari instansi tempat dirinya bekerja. 
Dari lima pertimbangan yang dikemukakan oleh aparat gampong Lamgugob diatas, 
maka penulis menyimpulkan bahwa sanksi adat di gampong tidak memberi efek jera dan 
pembelajaran kepada masyarakat, jika dilihat dari segi upaya penerapannya sanksi adat 
tersebut sanksi adat tersebut tidak cocok diterapkan di dalam masyarakat, karena sanksi 
adat tersebut tidak dapat meminimalisirkan jarimah khalwat didalam masyarakat. 
                                                             
 89Hasil wawancara dengan Pak Ansari (Kepala Dusun Kayee Adang Timur) Gampong Lamgugob, 
pada tanggal 25 Maret 2019. 
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2. Hasil pelimpahan perkara ke Jalur Peradilan (Wilayatul Hisbah) 
 Mekanisme setelah penyerahan dari gampong ke Wilayatul Hisbah (WH) di 
antaranya : 
1. Diperiksa, apakah itu khalwat atau Ikhtilath, jika itu ikhtilath maka diserahkan 
kepada penyidik agar diproses lebih lanjut 
2. Jika itu kasus khalwat, tidak melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina, 
dalam artian hanya duduk saja, maka diselesaikan secara adat. Maka di sini ada 2 
bentuk : 
a. Dikembalikan ke gampong 
b. Diselesaikan di Wilayatul Hisbah 
 Adapun hasil penyelesaian kasus khalwat terhadap  pelimpahan perkara pidana ke 
Jalur Peradilan  (Wilayatul Hisbah/ WH) ialah: 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik di kantor Wilayatul Hisbah Provinsi 
Aceh, beliau mengatakan jika terjadi kasus khalwat, maka kasus khalwat tersebut dapat 
diselesaikan dengan sanksi adat, jika telah diselesaikan dengan Adat maka pihak Wilayatul 
Hisbah (WH) tidak memproses lebih lanjut, akan tetapi dikembalikan kepada pihak 
gampong tersebut,
90
 dasar hukumnya terdapat dalam Qanun No 6 tahun 2014, pasal (23)  
yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan khalwat, diancam 
dengan Uqubat ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali  atau denda paling banyak 
100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan”. Kemudian di dalam pasal (24) 
disebutkan jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat  diselesaikan menurut 
ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/ atau 
peraturan perundang-undangan  lainnya mengenai adat istiadat.  Di dalam pasal 24 juga 
disebutkan bahwa ada 2 syarat, yaitu : perbuatan tersebut dilakukan di gampong tersebut, 
dan pelakunya penduduk gampong tersebut, dalam hal ini Narasumber juga menyebutkan 
bahwasanya, di dalam pasal 24 tersebut tidak ditafsirkan bahwa kedua pelaku tersebut harus 
berdasarkan penduduk  gampong tersebut, sehingga dalam hal ini narasumber 
menyimpulkan bahwa pelaku khalwat tersebut telah memenuhi persyaratan yang terdapat di 
dalam pasal (24) Qanun No 6 tahun 2014, meskipun salah satu dari pelaku tersebut 
bukanlah penduduk gampong tersebut.
91
 Dalam hal ini Narasumber juga mengatakan 
                                                             
 90Hasil wawancara dengan Pak Marzuki M.Ali (Penyidik) Kantor Wilayatul Hisbah Aceh, pada 
tanggal 25 Maret 2019. 
 91Hasil wawancara dengan Pak Marzuki M.Ali (Penyidik) Kantor Wilayatul Hisbah Aceh, pada 
tanggal 24  Juli  2019 
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bahwasanya mereka tidak menginginkan adanya dualisme hukum, sehingga kasus khalwat 
tersebut langsung dikembalikan kepada Aparatur gampong Lamgugob.
92
  
 
 Analisis penulis, mengenai pelimpahan perkara yang sudah diselesaikan dikenaikan 
sanksi tersebut tidak dibenarkan, seperti diketahui bahwa dalam hukum pidana nasional kita 
dikenal dengan azas Nebis In Idem, Azas Nebis In Idem adalah seseorang tidak boleh 
dihukum dua kali atas kesalahan yang sama, karena pada kasus khalwat diatas sudah 
dijatuhi hukuman, dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah).  
 Mengenai Azas Nebis In Idem ini terdapat didalam Pasal 76 KUHP, yang berbunyi: 
 “Orang yang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim 
Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian 
hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat 
yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut”. 
 Berbeda hal dengan yang disampaikan oleh aparat Gampong Lamgugob, yaitu pak  
Zulsyukri Ali Ismail, adapun tanggapan beliau, yaitu  adanya perbedaan kelas sosial antara 
kelas rendah dan kelas tinggi, kedua belah pihak sehingga tidak diberlakukan  Qanun 
Jinayah dalam artian tidak ada tindak lanjut dari pihak Wilayatul Hisbah (WH).
93
  
 
 Analisis penulis, dalam konteks penerapannya hukum pidana Islam dikenal dengan 
prinsip kesamaan di hadapan hukum atau azas keseimbangan dan keadilan, dalam hal ini 
Islam tidak pernah membeda-bedakan status sosial, antara si kaya dan si miskin, yang 
hanya berbeda itu tingkat ketakwaan seseorang, seberapa dekat dia dengan pencipta-Nya.  
 Sebagaimana Firman Allah SWT, di dalam Surat Al-Hujurat ayat 13, yang 
berbunyi: 
                                       
                
  
 “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya 
                                                             
 92 Hasil wawancara dengan Pak Marzuki M.Ali (Penyidik) Kantor Wilayatul Hisbah Aceh, pada 
tanggal 25 Maret 2019 
 93Hasil Wawancara dengan Pak Zul Syukri Ali Ismail (Ulee Jurong Tunggai Timur) Gampong 
Lamgugob,pada tanggal 25 Maret 2019. 
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kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi 
Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 
lagi Maha Mengenal.” 
 Salah satu contoh bahwa hukum pidana Islam memiliki prinsi persamaan dihadapan 
hukum atau keseimbangan dan keadilan, sebagaimana terdapat di dalam Sabda Nabi Saw : 
 “Dan demi Allah, sekalipun yang melakukan pencurian itu Fathimah binti 
Muhammad, pasti kupotong tangannya”.94 
 Dari Sabda Nabi diatas, dapat penulis simpulkan bahwa, hukum pidana islam pada 
masa Rasulullah memang sudah menerapkan prinsip kesamaan di hadapan hukum, sehingga 
tidak ada yang terdiskriminasi, siapapun yang melakukan perbuatan pidana akan dikenakan 
sanksi, tidak ada perbedaan ras, suku, dan bangsa didalam Islam, yang membedakan itu 
hanya segi ketakwaan seorang hamba Allah dalam menjalankan perintah-Nya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 94 Imam Bukhari,  Shahih Bukharii, Maktabah Syamilah versi 7 G & 14 G, Jilid 14, hlm. 214. 
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BAB EMPAT 
PENUTUP 
4.1. Kesimpulan 
 Setelah membahas bab demi bab tentang masalah yang  berkenaan dengan 
pertimbangan pelimpahan pidana adat oleh Aparat Gampong ke Jalur Peradilan (Studi 
Kasus di Gampong Lamgugob, Kecamatan Syi’ah Kuala), dapat disimpulkan sebagai 
berikut, yaitu: 
1. Adapun bentuk pidana adat yang sudah terjadi di gampong Lamgugob, di antaranya 
yaitu : Khalwat (Mesum), Maisir (Judi), Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), 
Qadzaf/ Pencemaran nama baik (Tuduh-Menuduh), dan Pertikaian Antar Warga. 
Ditemukan kasus khalwat sebanyak 4 kasus. Kasus- Kasus tersebut merupakan 
wewenang gampong sebagaimana terdapat di dalam Qanun No 9 Tahun 2009 
tentang Pembinaaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, secara tegas diatur di dalam 
bab tersendiri mengenai jenis-jenis sengketa/ perselisihan adat yang dapat 
diselesaikan melalui lembaga adat. Dalam Pasal 13 ayat (1) qanun tersebut, diatur 
bahwa setidaknya terdapat 18 (delapan belas) jenis sengketa/ peradilan adat yang 
dapat diselesaikan  melalui lembaga adat, yang sebelumnya  telah dijelaskan oleh 
penulis pada bab satu. 
2. Adapun prosedur penyelesaian pidana adat gampong Lamgugob dengan 
menggunakan Reusam gampong No 1 tahun 2018, adapun prosedur penyelesaian 
pidana tersebut berbeda-beda. Di antaranya : dalam kasus khalwat sebelum dikenai 
sanksi adat, maka prosesnya berawal dari penangkapan, dibawa ke Meunasah, 
Diperiksa identitas, kemudian dikenai sanksi adat berupa denda adat masing-masing 
Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) atau kerja bakti di gampong selama 2 (dua) 
minggu. Prosedur penyelesaian dalam kasus Judi, antara lain : diserahkan kepada 
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Babinsa, membuat perjanjian dengan Gampong, kemudian dikenai sanksi berupa 
denda adat adat sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) atau kerja bakti 
dalam Gampong Lamgugob selama 1 (satu) minggu. Kasus Kekerasan dalam rumah 
Tangga (KDRT), penyelesaiannya dengan cara mediasi, dan membuat perjanjian. 
Kasus Pertikaian Antar Warga, prosedur penyelesaiannya dengan cara : mediasi 
oleh Aparat Gampong, membayar denda adat sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu 
Rupiah) dan diwajibkan berdamai di depan perangkat gampong. Adapun 
penyelesaian kasus tuduh-menuduh diselesaikan dengan cara : dimusyawarahkan, 
mediasi, kemudian dikenakan sanksi berupa perdamaian dan minta maaf secara 
terbuka di depan perangkat gampong serta membayar denda adat sebesar 
Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah). 
3. Adapun pertimbangan Aparat gampong dalam pelimpahan perkara ke jalur 
peradilan, Adapun kasus yang dilimpahkan ke jalur peradilan itu sebesar 12,5% atau 
satu (1) kasus yaitu kasus khalwat. Adapun pertimbangan-pertimbangan aparat 
gampong terhadap pelimpahan kasus tersebut di antaranya, sebagai berikut : 
 Dalam perspektif aparat gampong lamgugob, sanksi adat di gampong itu 
hanya sebagai reusam (peraturan) gampong, dalam artian sanksi ini diberikan karena 
seseorang sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap gampong tersebut, 
kemudian kurang puasnya masyarakat terhadap peraturan (reusam) yang telah 
ditetapkan di gampong, kemudian menurut pandangan aparat gampong sanksi adat 
dan sanksi syari’at itu dua hal yang berbeda, dalam artian dengan adanya pemberian 
sanksi adat bukan berarti seseorang bebas dari sanksi yang telah ditetapkan dalam 
Qanun Syari’at Islam. 
 Adapun hasil dari pelimpahan perkara ke jalur peradilan tersebut bahwa 
tidak ada hukuman cambuk bagi pelaku khalwat tersebut lantaran ada dalih bahwa 
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tidak boleh adanya dualisme hukum (tidak boleh dihukum dua kali) atas kesalahan 
yang sama. Menyikapi hal tersebut masyarakat memandang bahwa Wilayatul 
Hisbah (WH) tidak menjalankan tugasnya dengan baik, hal tersebut lantaran adanya 
perbedaan kelas sosial  Sehingga terlihat tidak efektif dalam penerapan syariat 
Islam, dan pelanggaran pun terus meningkat. 
4.2. Saran 
1. Kepada Aparat Gampong Lamgugob, agar sanksi adat diperberat menjadi 
ta’dib  (pembelajaran) bagi masyarakat lain ke depannya. 
2. Kepada Wilayatul Hisbah (WH), mengupayakan untuk meminimalisirkan 
perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam, seperti : khalwat, 
ikhtilath, judi, dan lain sebagainya.   
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tentangPenetapanPrioritasPenggunaan Dana 
DesaTahun 2016(Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun2015 Nomor 1934); 
  13. Reusam Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 
tentangPenghapusanKelurahandanPembentukanGamp
ongdalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota 
Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1); 
DenganPersetujuanBersama 
TUHA PEUT GAMPONG LAMGUGOB 
Dan 
KEUCHIK GAMPONG LAMGUGOB 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan :REUSAM GAMPONG LAMGUGOB KECAMATAN SYIAH 
KUALA KOTA BANDA ACEH TENTANG PERATURAN-
PERATURAN GAMPONG  
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
DalamReusamini yang dimaksuddengan : 
1. Negara adalah Negara Indonesia, 
2. Provinsi adalah Provinsi Aceh, 
3. Kota adalah Kota Banda Aceh. 
4. WalikotaadalahWalikota Banda Aceh. 
5. GampongadalahGampongLamgugob.  
   
6. KeuchikadalahKeuchikGampongLamgugob. 
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan sistim 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong, 
9. TuhaPeutGampong yang selanjutnyadisingkat TPG adalah TPG 
Lamgugob. 
10. Musyawarah Gampongatau yang disebut dengan nama lain adalah 
musyawarah antara TPG, Pemerintah Gampong, dan unsur 
masyarakat yang diselenggarakan oleh TPG untuk menyepakati hal 
yang bersifat strategis. 
11. ReusamGampongadalah peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Keuchiksetelah dibahas dan disepakati bersama TPG. 
   
BAB II 
PEMBENTUKAN 
 
Pasal 2 
DenganReusaminidibentukPeraturan-peraturanGampongLamgugob  
yangharusdijalankandandipatuhiolehsemuamasyarakatGampong Lamgugo
b  danmasyarakat lain yang masukkewilayahGampong Lamgugob. 
 
Pasal 3 
(1)Reusam Gampong Lamgugob  merupakan Dasar Hukum yang 
berlaku di Gampong  Lamgugob ; 
(2)Reusam Gampong Lamgugob  dipatuhi dan dilaksanakan oleh 
seluruh masyarakat  Gampong Lamgugob ; 
(3)Reusam Gampong Lamgugobdiawasi oleh perangkat Gampong 
Lamgugob  dan seluruh masyarakat Gampong Lamgugob; 
 
 
BAB III 
PERATURAN UMUM 
 
Pasal 4 
(1) Setiap tamu yang masuk ke Gampong Lamgugob  selama 1 (satu) 
kali 24 Jam wajib melapor kepada Perangkat Gampong Lamgugob  
dengan didampingi oleh pemilik rumah tempat menginap, 
(2) Apabila tamu yang datang lebih dari 1 (satu) orang dan merupakan 
satu keluarga, wajib lapor sebagaimana disebut pada ayat (1) di 
atas, cukup diwakili oleh Kepala Keluarga atau yang bertanggung 
jawab dalam rombongan tersebut dengan membawa identitas diri 
seluruh rombongan dan/atau Kartu Keluarga, 
(3) Masyarakat Gampong Lamgugob yang menerima tamu mendadak 
pada malam hari, wajib segera melaporkan kepada Perangkat 
Gampong, 
   
(4) Tamu dilarang membawa barang dan bahan yang membahayakan 
lingkungan, kecuali dengan menyertakan surat izin dari pihak 
berwajib, 
(5) Tamu yang tersesat dan tidak memiliki tanda pengenal wajib 
dilindungi dan diproses secara kekeluargaan, 
(6) Masyarakat Gampong Lamgugob wajib menghormati tamu dan 
memberikan keramahan yang sewajarnya, 
(7) Pelanggaran terhadap Bab ini, akan dikenakan sanksi adat dan 
sanksi hukum, berupa : 
a. Apabila tamu membuat keonaran, maka tamu dan pemilik 
rumah akan di denda sesuai dengan tingkat keonaran yang 
diperbuat, 
b. Apabila keonaran sebagimana yang dimaksud pada ayat (7) point 
(a) telah melampaui batas toleransi, akan diserahkan pada pihak 
berwajib. 
 
Pasal 5 
(1) Bagi warga pendatang yang disebabkan pekerjaan, pendidikan, 
pindah rumah, dan kepentingan lainnya sehingga harus tinggal di 
Gampong Lamgugob dalam waktu yang lama, maka diharuskan 
segera membuat Surat Pindah dari daerah asal selambat-lambatnya 
1 (satu) bulan semenjak tiba di Gampong Lamgugob, 
(2) Surat pindah dari daerah asal segera dilaporkan melalui Ulee 
Jurong serta membawa bukti lapor dan berkas lainnya ke Kantor 
Keuchik untuk dicatat dan membuat pengurusan pembuatan Kartu 
Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, 
(3) Bagi warga yang telah memenuhi Pasal 5 ayat (1) maka kepada 
mereka berhak mendapatkan pelayanan administrasi surat-
menyurat serta hak-hak lain sebagai warga Gampong Lamgugob, 
(4) Bagi warga yang melanggar Pasal 5 ayat (1) maka dianggap 
merupakan penduduk liar dan tidak akan dilayani secara 
administrasi surat menyurat serta tidak mempunyai hak apapun 
sebagai warga Gampong Lamgugob. 
   
BAB IV 
KEMASYARAKATAN 
 
Pasal 6 
(1) Masyarakat Lamgugob  dilarang : 
a. Mencuri, 
b. Berjudi, 
c. Khalwat dan/atau berzina, 
d. Mabuk dan/atau membawa/memakai narkotika, 
e. Berkelahi atau tawuran, 
f. Merusak aset Gampong atau milik orang lain, 
g. Mengganggu ketertiban umum, 
h. Menfitnah atau membuat pengaduan palsu yang dapat 
merugikan orang lain baik  secara moril maupun materil, 
i. Melakukan Transaksi Jual Beli pada saat azan berkumandang, 
j. Menyalakan TV / Tape Recorder pada saat Magrib sampai selesai 
Shalat ‘Isya, 
 
Pasal 7 
(1) Masyarakat  Lamgugob  diwajibkan : 
a. Mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Reusam 
Gampong, 
b. Menjaga dan memelihara perdamaian Gampong, 
c. Melaksanakan Syariat Islam dan membantu mengawasinya, 
d. Melaksanakan Pengajian di Mesjid, Meunasah, TPA atau 
Rumah-rumah Pengajian pada sore atau malam hari, 
e. Mematuhi Jam Belajar Masyarakat dari Jam 19.00 WIB sampai 
dengan Jam 20.00 WIB. 
f. Melaporkan setiap pelanggaran Reusam ini kepada Perangkat 
Gampong atau pihak berwajib secepat mungkin dengan 
membawa bukti/saksi dan/atau membawa tersangka. 
 
 
   
Pasal 8 
(1) Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (1) akan dikenakan sanksi adat 
berupa : 
a. Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (1) point (a) sanksi sebagi 
berikut :Mencuri barang, hewan ternak atau hewan peliharaan 
milik masyarakat diwajibkan mengembalikan dan/atau 
membayar kembali sesuai dengan nilai asli barang tersebut 
ditambah denda adat sebesar Rp. 500.000.- (Lima RatusRibu 
Rupiah), 
b. Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (1) point (b) sanksi berupa 
denda adat sebesar Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) atau 
kerja bakti dalam Gampong  Lamgugob  selama 1 (Satu) Minggu. 
c. Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (1) point (c) sanksi berupa 
denda adat masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta 
Rupiah) atau kerja bakti dalam Gampong Lamgugob  selama 2 
(Dua) Minggudan pelanggar akan diserahkan pada yang berwajib. 
d. Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (1) point (d) akan dikenakan 
sanksi berupa membayar denda adat sebesar Rp. 200.000.- (Dua 
Ratus Ribu Rupiah) dan pelanggar akan diserahkan pada yang 
berwajib. 
e. Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (1) point (e) akan dikenakan 
sanksi berupa membayar denda adat masing-masing sebesar Rp. 
300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan pelanggar diwajibkan 
berdamai di depan Perangkat Gampong, 
f. Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (1) point (f) diwajibkan 
memperbaiki dan/atau membayar sesuai dengan nilai kerusakan 
ditambah denda adat sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu 
Rupiah), 
g. Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (1) point (g) akan dikenakan 
sanksi berupa membayar denda adat sebesar Rp. 200.000.- (Dua 
Ratus Ribu Rupiah) dan pelanggar akan diserahkan pada yang 
berwajib. 
   
h. Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (1) point (h) akan dikenakan 
sanksi berupa perdamaian dan minta maaf secara terbuka di 
depat Perangkat Gampong serta membayar denda adat sebesar 
Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah). 
i. Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (1) point (i) akan dikenakan 
sanksi berupa teguran serta sanksi lainnya sesuai dengan 
tingkat kesalahan/resiko dari tindakan tersebut, 
j. Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (1) point (j) akan dikenakan 
sanksi berupa teguran serta sanksi lainnya berupa kerja bakti 
selama 1 (Satu) hari, 
k. Sanksi-sanksi yang belum disebut dalam pasal ini, akan 
ditentukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. 
 
(2) Pelanggaran terhadap pasal 7 ayat (1) akan dikenakan sanksi adat 
berupa teguran dan sanksi lainnya sesuai dengan tingkat kesalahan 
yang dilakukan. 
 
 
BAB V 
KENDURI 
 
Pasal 8 
(1) Masyarakat yang ingin mengadakan kenduriwajib melapor pada 
Perangkat Gampong  Lamgugob/Ulee Jurong  minimal selama 1 
(satu) minggu sebelum acara. 
(2) Dilarang mengadakan kenduri sejak 1 (satu) bulan sebelum bulan 
Ramadhan, kecuali kenduri kematian, 
(3) Batas maksimal kenduri dalam sebulan sebanyak 4 (Empat) rumah 
per Dusun jika melibatkan masyarakat gampong/dusun, 
(4) Apabila dalam bulan yang bersangkutan terdapat kenduri kematian, 
maka kenduri lainnya yang melebihi 4 (Empat) rumah per Dusun, 
sedapat mungkin diundur ke bulan berikutnya, 
   
(5) Kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW dan Kenduri Khatam Al-
Quran Bulan Ramadhan dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat 
gampong dan pelaksanaanya dilaksanakan berdasarkan 
Musyawarah Gampong yang kesepakatannya merupakan hal yang 
mengikat bagi setiap Kepala Keluarga. 
 
Pasal9 
(1) Pelanggaran terhadap pasal 8 akan dikenakan sanksi adat berupa 
teguran danPerangkat Gampong dilarang menghadiri kenduri 
tersebut tanpa pilih kasih, 
(2) Hal-hal yang belum diatur tentang kenduri akan ditetapkan kembali 
berdasarkan musyawarah Gampong. 
 
 
BAB VI 
PEMUDA 
 
Pasal 10 
(1) Pemuda Gampong Lamgugobadalah laki-laki dan wanita yang 
berdomisili di Gampong Lamgugob  yang telah berumur 15 (Lima 
Belas) tahun ke atas sampai menikah, 
(2) Pemuda Gampong Lamgugob  dipimpin oleh seorang Ketua Pemuda 
yang dipilih berdasarkan Musyawarah Pemuda, 
(3) Ketua Pemuda Gampong yang terpilih akan ditetapkan dengan 
Surat Keputusan Keuchik Gampong, 
(4) Masa Bakti Ketua Pemuda selama 3 (Tiga) tahun dan akan dipilih 
kembali secara musyawarah, 
 
Pasal 11 
(1). Pemuda Lamgugob  dilarang ; 
a. Melanggar Bab IV pasal 5 ayat (1) Reusam Gampong Lamgugob, 
b. Berpacaran di tempat sepi/gelap. 
c. Menerima tamu lawan jenis di atas jam 10.00 WIB malam, 
   
d. Berkelahi dengan warga Gampong atau warga Gampong lain, 
e. Membuat keresahan dalam masyarakat, 
 
Pasal 12 
(1). Pemuda Lamgugob  diwajibkan : 
a. Mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Reusam 
Gampong, 
b. Mematuhi pimpinan / Ketua Pemuda, 
c. Menghormati orang tua dan setiap tamu yang datang, 
d. Ikut berpartisipasi dalam program-program pembangunan 
Gampong, 
e. Menjaga dan memelihara perdamaian Gampong, 
f.  Melaksanakan Syariat Islam dan membantu mengawasinya, 
g. Melaksanakan Pengajian di Mesjid, Meunasah, TPA atau Rumah-
rumah Pengajian pada sore atau malam hari, 
h. Menjaganama baik Gampong dimanapun berada, 
i. Melaporkan setiap pelanggaran Reusam ini kepada Perangkat 
Gampong atau pihak berwajib secepat mungkin dengan 
membawa bukti/saksi dan/atau membawa tersangka. 
 
Pasal 13 
(1). Pemuda Lamgugob yang membuat pelanggaran di gampong akan 
dikenakan sanksi berupa kerja bakti di Dusun masing-masing 
selama 1 (satu) minggu dan diawasi oleh Ulee Jurong serta 
Perangkat Gampong lain yang ditunjuk. 
(2).Pemuda Lamgugob  yang membuat masalah di Gampong lain akan 
dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan 
dan membayar sanksi adat berupa kerja bakti di Dusun masing-
masing selama 1 (satu) minggu dan diawasi oleh Ulee Jurong serta 
Perangkat Gampong lain yang ditunjuk. 
 
 
   
BAB VII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 
Pasal 14 
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Reusam ini akan 
ditetapkankemudiandenganKeputusanKeuchikdanTuhaPeutGampong 
sepanjangmengenaiketentuanpelaksanaannyadenganmemperhatikank
etentuandanpedoman yang berlaku. 
 
BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 15 
Dengan berlakunya Reusam Gampong ini, maka semua ketentuan 
yang selama ini berlaku di gampong, selama tidak bertentangan dapat 
disesuaikan dengan ketentuan Reusam Gampong ini. 
 
                                                       Pasal 16 
Reusam Gampong ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Reusam Gampong ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Gampong  Lamgugob. 
 
Ditetapkandi :  Lamgugob 
PadaTanggal : 1 Februari 2018 
 
                  Keuchik Gampong Lamgugob 
                       
      Dto, 
 
Syauqi, S. Ag 
 
 
Diundangkan di  : GampongLamgugob 
Padatanggal :  
Sektaris Gampong Lamgugob  
Dto, 
 
Maslan 
 
   
FOTO KEGIATAN WAWANCARA DENGAN APARAT GAMPONG LAMGUGOB 
 
 
 
 
                     
Wawancara dengan Pak Syauqi        Wawancara dengan Pak Amanullah 
             (Keuchik Gampong Lamgugob)          (Staff Tuha Peut Gampong Lamgugob)                                             
       
 
                     
 Wawancara dengan Pak Zul Syukri           Wawancara dengan Pak Ansari 
              (Kepala Dusun Tunggai Timur)                       (Kepala Dusun  Kayee Adang Timur) 
 
   
  
Wawancara dengan Pak Marzuki M.Ali 
(Penyidik Kantor Wilayatul Hisbah (WH) Aceh). 
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